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PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia
(latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam
kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa
Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis
dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam gootnote maupun
daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang
didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan
0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa
Arab (A Guidge Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992. Dalam penelitian ini,
terdapat beberapa istilah atau kalimat yang berasal dari bahasa arab, namun ditulis

dalam bahasa latin. Adapun penulisannya berdasarkan kaidah berikut.

B. Konsonan

I = Tidak dilambangkan oo =dl
~=b b =th
o=t L =dh
& =1s ¢ =’ (menghadap ke atas)




ol g =gh
z=h < =f
¢ =kh é=q
s=d 4=k
3=dz J=1

=T 2=m
=z Ja=n

=S 9= W
S, ESY 2=h
o =sh $=y

Hamzah (=) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal
kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidakdilambangkan, namun
apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma

di atas (,,), berbalik dengan koma (,,) untukpenggantian lambang ¢.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah
ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkanbacaan

panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal Panjang Diftong
a = fathah A JB menjadi gala
i = kasrah i

J= menjadi gila

~

u =dlommah 0

093 menjadi dlina




Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “1”,
melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat

diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis

dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong Contoh
aw = s Js& menjadi gawlun
ay = s menjadi khayrun

D. Ta’ Marbut(thah (3)

Ta*™ marbl(thah (5) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah

kalimat, akan tetapi ta™ marbathah tersebut berada di akhir kalimat, maka

ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya a.,..l a3 al-risala li-

mudarrisah,atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan

mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransiterasikan dengan menggunakan “t” yang

disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya & z~, & menjadi fi rahmatillah.

E. Kata Sandang dn Lafdh al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (J') dalam lafadh jalalah yag berada di tengah-tengah

kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh
berikut:

Al-Imam al-Bukhariy mengatakan...

Al-Bukhary dalam mugaddimah kitabnya menjelaskan ...

Masya Allah k&n wa mélam yasya lam yakun.

Billas ‘azza wa jalla.
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F. Kata Arab yang Penulisannya Lazim Digunakan dalam Bahasa
Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat dalam bahasa Arab pada dasarnya harus ditulis
berdasarkan penggunaan sistem translitrerasi. Apabila kalimat atau kata tersebut
merupakan bentuk nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah
terindonesiakan bahasanya, maka tidak perlu ditulis kembali dengan menggunakan
sistem transliterasi, seperti kata Al-Qur’an, Sunnah, khusus, dan umum. Namun
apabila kata atau kalimat tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab,
maka harus ditransliterasikan secara utuh seperti Al-Sunnah gabl al-tadwin, dan lain

sebagainya.

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis
terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah
lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang
dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebutdirangkaikan juga

dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh: cx3))) = 54 &1 0\y wa innalilldha lahuwa khairar-razigin.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam
transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti
yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan
oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap awal nama diri
tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh: Jsmy Y 2 Ly = wa mad Muhammadun illa Rasdl
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oo a5 < J ) o) = inna awwala baitin wu dli’a linnasi
Penggalan huruf capital untuk Allah hanya berlaku apabila dalam tulisan arab
tersebut memang lengkap demikian rupa dan jika penulisa itu dipersatukan dengan
kata lain sehingga ada harakat atau huruf yang dihilangkan, maha huruf capital tidak
dipergunakan.

Contoh: ) zé s dl (e pai = nasrun minallahi wa fathun garib

laa 3 YV 4 = lillhi al-amru jami’an

Bagi mereka yang menginginkan cara membaca secara fasih, pedoman transliterasi
ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan sebagaimana yang ada dalam
ilmu tajwid.
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ABSTRAK

Takiya, Kendira Putra Alfa Takiya, 17220155, 2022. IMPLEMENTASI
UNDANG-UNDANG NO 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA
DAN HUKUM ISLAM MENGENAI PERLINDUNGAN TENAGA
KERJA PADA WISATA KAMPUNG COKLAT DI BLITAR. Skripsi.
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Fakultas Syariah. Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Ahmad Sidi Pratomo,
MA.

Kata Kunci: Perlindungan, Ketenagakerjaan..

Dasar perlindungan ketenagakerjaan di Indonesia tertuang pada Pasal 27
Undang-undang Dasar yang berbunyi “Tiap-tiap warga negara berhak atas
pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, dari bunyi ayat ini
diketahui bahwasanya pekerjaan merupakan hal terpenting dalam kehidupan yang
layak bagi masyarakat indonesia. Sedangkan pada Undang-undang No 11 Tahun
2020 Tentang Cipta Kerja sendiri perlindungan ketenagakerjaan tertuang pada
Pasal 3 Menjamin setiap warga negara memperoleh pekerjaan serta mendapat
imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Menurut Imam
Soepomo perlindungan tenaga kerja atau pekerja ini dibagi menjadi tiga
perlindungan yaitu, Perlindungan ekonomis, Perlindungan Sosial dan Perlindungan
teknis. Selanjutnya dalam Hukum Islam perlindungan ketenagakerjaan ditinjau dari
Ad-Dharuriyyat Al Khams yang merupakan perlindungan Islam terhadap lima
pokok kehidupan yaitu perlindungan terhadap jiwa, perlindungan terhadap agama,
perlindugan terhadap harta, perlingdungan terhadap akal dan perlindungan terhadap
keturunan.

Mengacu pada teori di atas maka fokus pada penelitian kali ini adalah
mengkaji sistematika perlindungan ketenagakerjaan berdasarkan Undang-undang
No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Hukum Islam yang juga dilandasi
dengan teori Imam Soepomo perlindungan ekonomis berupa upah, perlindungan
sosial berupa waktu kerja dan perlindungan teknis berupa keselamatan kerja.

Hasil penelitan kali ini menunjukan bahwa Wisata Kampung Coklat belum
sepenuhnya memenuhi ketentuan Undang-undang No 11 Tahun 2020 Tentang
Cipta Kerja dalm hal pengupahan maupun dalam hal penentuan waktu kerja. Dalam
pengupahan pada Wisata Kampung Coklat belum memberikan upah sesuai UMR
Kabupaten Blitar juga belum sesuainya pemberian upah lembur.. Dengan ketidak
sesuaian di atas maka tentunya hal ini melanggar juga Ad-Dharuriyyat Al Khams
dalam Hukum Islam yang berkenaan dengan menjaga harta.
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ABSTRACT

Takiya, Kendira Putra Alfa Takiya, 17220155, 2022. IMPLEMENTATION OF
LAW NO. 11 OF 2020 CONCERNING WORK CREATION AND
ISLAMIC LAW CONCERNING LABOR PROTECTION ON WISATA
KAMPUNG COKLAT AT BLITAR. Essay. Sharia Economic Law Study
Program. Sharia Faculty. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University
Malang. Supervisor: Ahmad Sidi Pratomo, MA.

Keywords: Protection, Employment..

The basis for labor protection in Indonesia is stated in Article 27 of the 1945
Constitution which reads "every citizen has the right to work and a decent life for
humanity"”, from the sound of this paragraph it is known that work is the most
important thing in a decent life for the people of Indonesia. Meanwhile, in Law No.
11 of 2020 concerning Job Creation itself, employment protection is contained in
Article 3. It guarantees that every citizen gets a job and gets fair and proper
remuneration and treatment in an employment relationship. According to Imam
Soepomo, the protection of workers or workers is divided into three protections,
namely, economic protection, social protection and technical protection.
Furthermore, in Islamic law, labor protection is reviewed from Ad-Dharuriyyat Al
Khams which is Islamic protection for five main points of life, namely protection
of the soul, protection of religion, protection of property, protection of reason and
protection of offspring.

Referring to the theory above, the focus of this research is to examine the
systematics of labor protection based on Law No. 11 of 2020 concerning Job
Creation and Islamic Law which is also based on Imam Soepomo's theory of
economic protection in the form of wages, social protection in the form of working
time and technical protection in the form of work safety. .

The results of this research show that Wisata Kampung Coklat has not fully
complied with the provisions of Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation in
terms of wages and in terms of determining working hours. In terms of wages,
Wisata Kampung Coklat has not provided wages according to the UMR of Blitar
Regency, nor is it appropriate to provide overtime wages.. With the above
discrepancy, of course, this also violates Ad-Dharuriyyat Al Khams in Islamic Law
with regard to safeguarding property.

XViil



ualia
B Tl 3 dledll Blot Gl L (DY) 051y Jodll slish el
dngad) AST. el (oalasYl OBl Anls sy Bop kb Y SEAN.
gogily Sl 1l VL ¢ B S ALYl al) Gl Yss Baslr

rinle,

by e rdekie OllS

K" e a5 @ ggmedd) e 27 53U (3 Legig il 3 el Bl oLl 59
Jodll O Cgall n ¢ 8380 odn iso ey ¢ MALW @S Gl Jaall 3 b bl
gl 0lay 2020 2d 11 35 05U 3 L s s) ntd 348780 (3 6 2 o 5
by e Jpadt bipe JSU i 3 8l 3 Alaall BLe 35 ¢ ks Joall 03
Bl i ¢ gaguge sl By | fadd) BYe 3 Araliag dsle Alilesy T e Jgadly
iledly Lela Y Rladly &3LasV) Hld) 8y ¢ Bl ol N5 U] Jleadl o Jlad!
el Syl e el Bl ) ) ¢ asle Yl an sl 3o els e sdle il
S Blavg ¢ ) By ¢ ) Bl g ¢ BLA e Bty DU e BD) Bl 2
¢ el lany Jaal) L,

)l Bl Slamgin anl)s o Eomdl 1ia S5 Canay ¢ ool 3 laddl ) 5,LaYU

Ay (g B Y Ayl Joddl o3 sl 0Ly 2020 2 11 3 ogu e 5L

S 3 aeben Y b ¢ el K8 (3 aslasY el sasyse ol 4k 1) )
Joddl 2ed ISK8 (3 2l ladly Laall 3.

0lay 2020 [J 11 3, 0sal p S JalSL Jaxk {0 2yl odis il glas

é)yiﬁbélx.:iw .JA&S‘ olels Jﬂ-’s—ic»\c}‘fj )ﬁtﬁ\&ﬁ}yw\ u’f&l"

XiX



Wisata Kampung Coklat « J Gy ;=31 #35 o3 4 Blitar & UMR Joall jexf oSG
Al (3L2YI. Wisata Kampung Coklat mall ¢ odel ailall mo . Corgs 3] o34
¢ oSl let 3l Lod iy n il (3 dusld) de ) ) Ul Elgxy Vs

XX



BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Adanya suatu negara tidak lain bertujuan melindungi suatu kumpulan
manusia atau rakyatnya, terbentuknya suatu negara pula didasari dengan adanya
suatu kelompok manusia yang tergabung menjadi satu kesatuan membentuk atau
mendirikan dan mendeklarasikan sebuah negara. Dengan adanya negara, kumpulan
manusia ini dapat membuat suatu aturan yang mana dengan aturan ini dapat
menjaga mereka dari marabahaya yang dapat timbul dari sesama warga negara itu
sendiri maupun yang timbul dari luar negara mereka, sehingga terciptalah suatu
kesejahteraan. Tidak terkecuali Indonesia yang mana pada pembukaan Undang-
undang Dasar 1945 termaktub “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh
tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan
kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Kesejahteraan bisa didapat
dengan jaminan Pasal 27 Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi “tiap-tiap
warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi

kemanusiaan®?,

Dengan dasar diatas diketahui bahwasanya kesejahteraan dapat diperoleh
dengan salah satunya pekerjaan, yang mana pekerjaan merupakan hal terpenting

dalam kehidupan yang layak bagi masyarakat indonesia. hal ini tidak dipungkiri

1 Undang-undang Dasar 1945
2 pasal 27 Undang-undang Dasar 1945



karena pekerjaaan bukanlah sekedar sumber penghasilan namun juga sebagai
wahana mengaktualisasikan diri sehingga seorang merasa hidupnya menjadi lebih
berharga baik bagi dirinya, keluarganya maupun lingkungannya. oleh karena itu
hak atas pekerjaan artinya hak azasi yg menempel di diri seseorang yang harus

dijunjung tinggi dan dihormati.?

Pekerja atau buruh merupakan salah satu bagian terpenting dalam suatu
usaha agar usaha tersebut dapat berjalan sebagai mana yang diharapkan. Oleh
karena itu perkerja secara tidak langsung merupakan bagian terpenting dalam roda
perekonomian suatu negara, misalkan jika pekerja berhenti serentak dalam suatu
negara pastinya akan berdampak besar pada perekonomiannya. sehingga dalam hal

ini perlu suatu negara untuk melindungi hak- hak pekerja.

Pekerja tidaklah hanya bekerja untuk orang lain, ada juga yang bekerja
untuk diri sendiri. Dalam usaha menengah ke atas tentunya suatu usaha tidak akan
sanggup dikerjakan seorang diri maka membutuhkan tenaga kerja, adapun tenaga
kerja ini juga beragam bentuknya, ada tenaga kerja paruh waktu atau partime, ada
tenaga kerja kontrak, ada tenaga kerja tetap dan lain sebagainya, yang pada intinya
pekerja adalah setiap orang yang bisa melakukan pekerjaan guna menghasilkan

barang atau jasa, baik buat memenuhi kebutuhan sendiri atau masyarakat.

Sejarah hukum ketenagakerjaan di Indonesia dulunya dikenal sebagai
hukum perburuhan, istilah ketenagakerjaan dimulai dengan disahkannya Undang-

undang No 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja. Pada

3 Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004



tahun 2003 dimasa kepemerintahan Megawati Soekarno Putri disahkan lagi
Undang-undang No. 13 Tahun 2003 yang sangat fenomenal yang mana undang-
undang ini menggantikan sebanyak lima belas peraturan ketenagakerjaan dan
payung bagi peraturan ketenagakerjaan lainnya® . Hingga saat ini hukum
ketenagakerjaan berkembang lagi dengan disahkannya peraturan terbaru mengenai
ketenagakerjaan yaitu Undang-undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
yang mana dengan disahkannya peraturan ini merubah, menghapus dan
menambahkan sebagian Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan. Akan tetapi Undang-undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta
Kerja mengalami cacat formil sejak diputuskannya Putusan Mahkamah
Konstitusional No. 91/PUU-XVIII/2020 yang mana dengan adanya putusan
tersebut menyebabkan Undang-undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
ditetapkan sebagai inkonstitusional bersyarat. Inkonstitusional bersyarat pada
Undang-undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dapat diartikan Undang-
undang ini tidak dapat intensitas hukum mengikat selama belum diperbaiki selama
2 tahun sejak putusan di atas disampaikan, sehingga Undang-undang No. 11 Tahun
2020 Tentang Cipta Kerja tetaplah berlaku akan tetapi jika tidak diperbaiki maka

akan ditetapkan sebagai inkonstitusional permanen.®

Adanya Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia tentunya salah satunya

didasari dengan perlindungan tenaga kerja dalam memperoleh hak — haknya

4 Agusmidah, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (Bogor : Ghalia Indonesia, 2010), 32.

5> Atang Irawan, Undang-Undang Cipta Kerja Di Tengah Himpitan Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 91/Puu-Xviii/2020, JURNAL LITIGASI (e-Journal), Vol. 23 (1) April, 2022, 101-133 DOI
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sebagaimana dijamin Undang-undang Dasar 1945. Menurut Imam Soepomo yang
dikutip oleh Agusmidah perlindungan tenaga kerja atau pekerja ini dibagi menjadi
tiga perlindungan yaitu, Perlindungan ekonomis, Perlindungan Sosial dan
Perlindungan teknis. Perlindungan ekonomis yaitu hal yang berkaitan dengan
penghasilan yang dapat memenuhi kebutuhan perkerja itu sendiri  serta
keluarganya, Perlindungan Sosial ialah perlindungan yang berkenaan dengan usaha
pekerja dalam melakukan dan mengembangkan prikehidupannya sebagai umat
manusia, Yaitu bagian masyarakat dan bagian keluarga, secara singkatnya
perlindungan kesehatan kerja. Selanjutnya yang tekakhir menurut Imam Soepomo
adalah Perlindungan teknis yang mana perlindungan ini berkaitan dengan
keselamatan kerja pekerja dari celaka yang dapat disebabkan dari kecelakaan oleh

alat kerja maupun bahan yang diolah atau dikerjakan perusahaan.®

Masalah mengenai perlindungan pekerjaan di Indonesia sangatlah beragam
yang mana hal ini didasari dengan bermacam-macam golongan masyarakat, yang
dimaksudkan dalam hal ini tentunya berkaitan dengan adanya Pasal 3 Undang-
undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menentukan bahwa
terciptanya Undang-undang ini  bertujuan “Menjamin setiap warga negara
memperoleh pekerjaan serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak
dalam hubungan kerja”’ yang artinya dengan peraturan ini membuka peluang bagi

Laki-laki, perempuan, anak-anak maupun penyandang cacat dalam memperoleh

& Agusmidah, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (Bogor : Ghalia Indonesia, 2010), 61.
" Pasal 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja



kesempatan bekerja sesuai dengan kemampuanya masing-masing dengan cara yang

adil dan layak bagi warga negara Indonesia.

Untuk memperoleh kesempatan dalam bekerja para golongan pekerja ini
tentunya mendapatkan perlindungan yang berbeda-beda sesuai golongannya.
Dalam undang-undang diatur beragam jenis perlindungan diantaranya
perlindungan bagi penyandang cacat, perlindungan bagi perempuan, perlindungan
bagi anak dibawah umur dan lain sebagainya. Selain itu perlindungan ini juga
terkandung waktu bekerja dan waktu istirahat, masa cuti, upah pekerja, dan jaminan
kesehatan pekerja, yang mana dengan adanya berbagai perlindungan ini bertujuan
sebagai payung hukum agar para pekerja terhindar dari tindakan eksploitasi yang
sangat rawan dilakukan oleh pengusaha yaitu dengan meminimalisir upah pekerja
demi memperoleh keuntungan sepihak. Sehingga salah satu tujuan dari
ketenagakerjaan ini yaitu menjamin perlindungan kepada tenaga kerja dan

keluarganya terpenuhi.®

Dalam hukum Islam perlindungan ketenagakerjaan dapat ditinjau melalui
Ad-Dharuriyyat Al Khams yakni perlindungan berdasarkan lima inti pokok hak
manusia sebagai mana dikatakan oleh Imam Ghazali dan Imam Asy Syathibi,
kelima inti pokok ini adalah perlindungan terhadap jiwa, perlindungan terhadap
agama, perlindugan  terhadap harta, perlingdungan terhadap akal dan

perlindungan terhadap keturunan®. Dari Ad-Dharuriyyat Al Khams ini atau kelima

8 Beni Ahmad Saebani, Hukum Ketenagakerjaan Prespektif Omnibus Law (Bandung : Pustaka Setia
2020) 49
® Ahmad Al-Mursi Husai Jauhar, Magashid Syariah ( Jakarta : Amzah 2018) xv.



perlindungan ini dapat memiliki korelasi dengan ketiga perlindungan

ketenagakerjaan tersebut.

Jenis usaha sangatlah beragam, dari usaha kuliner, usaha pariwisata, usaha
produksi barang, usaha transportasi dan berbagai macam lainnya, yang mana ketika
suatu usaha semakin berkembang tentunya suatu usaha akan merekrut pekerja agar
usahanya semakin mudah dan lancar. Kita ambil contoh saja usaha pariwisata,
usaha pariwisata tentunya tidak dipungkiri akan melayani wisatawan yang cukup
banyak yang mana tidak akan sanggup untuk dilakukan oleh seorang diri. Sebagai
contoh pula usaha dibidang pariwisata adalah Wisata Kampung Coklat, wisata ini
pengunjungnya tercatat perharinya rata-rata mencapai 2500 orang. Perkembangan
wisata kampung coklat menarik pengunjungnya tentu memerlukan tambahan

pekerja sehingga berikut data jumlah pekerja dari 3 tahun terakhir :

Tabel 1

Tabel Jumlah Pekerja

No Tahun Jumlah Pekerja
1 2020 218
2 2021 205
3 2022 32310

10 Wawancara dengan Bapak Syerif selaku Manajer Sumber Daya Manusia Pada tanggal 9 Maret
2022



Dengan jumlah pekerja Wisata Kampung Coklat sejumlah itu tentunya
sebagai mana yang telah disebutkan di atas yaitu para pekerja yang bermacam-
macam, maka Wisata Kampung Coklat wajib menjamin perlindungan bagi
pekerjanya, perlindungan ini tentunya merupakan hak bagi para pekerja. Perbedaan
sistem kerja pada sektor usaha pariwisata sangatlah rentan terhadap kebijakan
peraturan perundang-undangan, antara lain tidak tentunya wisatawan yang
berkunjung, namun kebijakan ini tetaplah harus selaras dengan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku sebagai langkah antisipasi pelanggaran
perlindungan ketenagakerjaan, juga bentuk perlindungan yang berubah-ubah
menyeseuaikan peraturan terbaru seperti terbitnya Undang-undang No 11 Tahun
2020 Tentang Cipta Kerja. Pada Tempat penelitian kali ini yakni pada Wisata
Kampung Coklat adanya indikasi ketidaksesuaian dengan ketentuan yang berlaku
seperti halnya gaji yang belum sesuai dengan ketentuan upah minimum yang
berlaku, juga adanya sistem no work no pay yang mana pekerja tidak digaji apabila
tidak bekerja dan juga waktu kerja yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Berdasarkan permasalahan di atas yang mana rentan terjadinya pelanggaran
perlindungan ketengakerjaan dari 3 jenis perlindungan menurut Soepomo dan juga
perubahan peraturan yang terjadi di Indonesia maka peneliti menarik sebuah judul
penelitian yaitu “IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO 11 TAHUN 2020
TENTANG CIPTA KERJA DAN HUKUM ISLAM MENGENAI
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA PADA WISATA KAMPUNG COKLAT

DI BLITAR



B. Batasan Masalah
Perlindungan tenaga kerja memiliki berbagai macam bentuk sehingga pada
penelitian kali ini peneliti lebih memfokuskan kepada pelaksanaan perlindungan
tenaga kerja pada:
1. Pekerja Tetap.
2. Perlindungan Ekonomis yang berupa upah pekerja
3. Waktu Kerja Pekerja yang di dalamnya terdapat waktu lembur, waktu cuti,
waktu ibadah, waktu kepentingan lainnya beserta pengupahannya yang
termasuk dalam perlindungan sosial.
4. Perlindungan teknis yang berupa perlindungan keselamatan pekerja dalam
melaksanaan pekerjaanya.
C. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang sudah peneliti jabarkan di atas, maka

penelti merumuskan beberapa rumusan masalah :

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan ketenagakerjaan pada Wisata
Kampung Coklat menurut Undang-undang No 11 Tahun 2020 Tentang
Cipta Kerja ?

2. Bagaimana pelaksanaan perlindungan ketenagakerjaan pada Wisata

Kampung Coklat menurut Hukum Islam ?

D. Tujuan Penelitian
Melalui penjabaran rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian

kali ini yaitu sebagai berikut :



1. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan ketenagakerjaan pada Wisata
Kampung Coklat menurut Undang-undang No 11 Tahun 2020 Tentang
Cipta Kerja.

2. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan ketenagakerjaan pada Wisata

Kampung Coklat menurut Hukum Islam.

E. Manfaat Penelitian
Pada penelitian kali ini ditujukan agar hasilnya dapat memberikan manfaat

secara teoritis maupun praktis, adapun kedua manfaat tersebut adalah :

1. Manfaat Teoritis.

Penelitian ini semoga dapat memberi manfaat pada pembaca guna
pengembangan ilmu pengetahuan khususnya Hukum Ekonomi Syariah
dan juga dapat bermanfaat untuk pengembanganan perlindungan
ketenagakerjaan di lingkungan Wisata Kampung Coklat.

2. Manfaat Praktis.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat
untuk penulis, serta Pengelola dan juga Pekerja Wisata Kampung Coklat.
Bagi penulis, penelitian ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan
tentang ketentuan dan pelaksanaan perlindungan ketenagakerjaan. Bagi
Masyarakat dari sisi pengusaha dapat dijadikan acuan dalam melaksanakan
kewajiban perlindungan terhadap tenaga kerjanya dan bagi pekerja dapat

mengetahui haknya sebagai pekerja.



F. Definisi Operasional.

Sugiyono (2015), Pengertian definisi operasional pada variabel penelitian
merupakan suatu atribut atau sifat atau nilai asal objek atau aktivitas yg memiliki
variasi tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti buat dipelajari serta kemudian
ditarik kesimpulanny. Dari pernyataan di atas maka definisi operasional merupakan
penyamapahaman mengenai suatu istilah dalam penelitian sehingga pembaca
memiliki pemahaman yang sama mengenai suatu istilah dalam peneltian sehingga
penelitian ini dapat dimengerti dan dipahami.

1. Tenaga Kerja Tetap.

Dalam suatu usaha terdapat banyak jenis tenaga kerja berdasarkan kontrak

kerjanya. Dalam Peraturan Ketenagakerjaan kontrak kerja dapat dibagi

menjadi 2 jenis, yang pertama yaitu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu

(PKWT) dan yang kedua yaitu Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu

(PKWTT). Sedangkan tenaga kerja dalam penelitian kali ini merupakan

tenaga kerja tetap dengan PKWTT yang dipekerjakan dengan tanpa adanya

batasan waktu atau jangka waktu dalam kontrak kerjanya. Dalam Undang-
undang Cipta Kerja disebutkan bahwasanya PKWT tidak dapat diadakan
sebagai pekerjaan yang bersifat tetap, artinya PKWT hanya bisa diadakan
bagi pekerjaan yang bersifat dapat diselesaikan dalam jangka waktu
tertentu.

2. Upah Minimum Regional (UMR).
Merupakan kebijakan pemerintah dalam menentukan upah minimum suatu

daerah sehingga para pengusaha tidak diperkenankan memberikan upah
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lebih sedikit dari UMR yang sudah ditetapkan. UMR dibagi menjadi dua
jenis yaitu Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum
Kabupaten/Kota (UMK). Pada penelitian Kkali ini peneliti menggunakan
UMK.

. Ad-Dharuriyyat Al-Khams.

Merupakan perlindungan hukum Islam meliputi perlindungan hak asasi
manusia menurut Islam. Ad-Dharuriyyat Al-Khams terdapat lima unsur
perlindungan yang dilindungi dalam Islam vyaitu perlindungan
terhadap jiwa, perlindungan terhadap agama, perlindugan
terhadap harta, perlingdungan terhadap akal dan perlindungan terhadap

keturunan

. Sistematika Pembahasan

Sebagai usaha untuk memahami penelitian ini dengan menyeluruh, maka

penyusunan skripsi kami permudah dengan sistematika menjadi berikut:

Bab | Pendahuluan, yang mencakup latar belakang problem, bertujuan

mengatur kemana arah problem dibahas. lalu rumusan masalah, sebagai suatu

pembahasan yang nanti dikelompokan agar mudah dimengerti. Adapun tujuan

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan. memiliki maksud dan

tujuan yg sepesifiknya memudahkan para pembaca memahami penelitian ini

dilakukan.

Bab Il Tinjauan Pustaka yang mengandung tentang penelitian terdahulu dan

kerangka teori atau landasan teori. Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai
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penelitian terdahulu yang berkenaan pada penelitian dalam skripsi ini, yaitu
mengenai Perlindungan Ketenagakerjaan. Pada bab ini landasan teoritis
pembahasan yang sebagai sub bab asaa dalam penelitian dilakukan yang berguna

sehingga tidak bertentangan dengan apa yang dibahas.

Bab 111 Metode Penelitian yg akan menguraikan mengenai jenis penelitian,
pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis serta sumber data, metode
pengumpulan data, serta metode pengolahan data. pada bab ini sangat krusial
sebagai rumusan yang mulai berasal lokasi penelitian dan jenis penelitian, yg

nantinya akan bermanfaat sebagai paradigma berpikir dalam aplikasi penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini merupakan pokok utama
dalam penelitian karena di bab ini akan memaparkan analisis data baik data primer

ataupun sekunder untuk menjawab rumusan masalah pada penelitan ini.

Bab V Penutup ini berisi tentang kesimpulan dan saran. Pada bagian bab
ini akan menyimpulkan rumusan masalah secara singkat dan padat sehingga

memudahkan pembaca dalam melihat penelitian.
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BAB 11
TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi, Amelia Noviany, Univesitas Jambi, 2022 dengan judul
“Perlindungan Kerja Bagi Pekerja Kontrak Pada Pt. Sinar Sentosa
Primatama ”, Pada penelitian kali ini peneliti menggunakan metode
penelitian empiris dangan terjun langsung kepada objek yang diteliti,
adapun dasar normatif peneliti adalah Undang-undang No 13 Tahun 2003
Tentang Ketenagakerjaan dan Undang-undang No 5 Tahun 2020 Tentang
Cipta Kerja. Dalam penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian
yuridis empiris yakni dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam
praktek dilapangan dan impikasinya dengan hukum, yaitu perjanjian kerja
dan peraturan yang berlaku.

Hasil Penelitian, berdasarkan hasil analisis dan pembahasan peneliti,
Pelaksanaan Perlindungan kerja bagi pekerja kontrak pada PT. Sinar
Sentosa Primatama Jambi belum sesuai dengan peraturan Perundang-
Undangan, karena pengusaha belum sepenuhnya memberikan hak kepada
karyawan. Salah satunya adalah wajib mendapatkan haknya berupah upah,
upah pada penelitianya dibayar dengan nilai dibawah upah minimum,
tentunya menyalahi ketentuan Undang-undang Cipta Kerja 2) Kendala
dalam pelaksanaan perlindungan Kkerja vyaitu dari faktor kurangnya
pengetahuan pekerja dalam konsep yang tertulis di perjanjian kerja. Adapun

kendala perusahaan adalah kurangnya sosialisasi antara pengusaha dan
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pekerja, seorang pekerja/buruh yang akan memulai bekerja di suatu
perusahaan akan membuat kesepakatan dengan yang berwujud perjanjian
kerja, dengan Sosialisasi antara keduanya maka terciptalah keadilan yang
semestinya. Dan kendala berkaitan dengan Pemerintah yaitu setelah turun
ke lapangan pihak pekerja pun terkesan menutupi kesalahan pengusaha
sehingga pemerintah tidak ada bukti untuk menegakan hukum yang
semestinya diatur didalam Perundang-Undangan.

Adapun persamaan dengan penelitian kali ini adalah meneliti
mengenai implementasi perlindungan tenaga kerja berdasar hukum positif
di Badan Usaha, sedangkan perbedaan dengan penelitian ini adalah meneliti
terhadap pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)
sedangkan penelitian ini meneliti pada pekerja dengan Perjanjian Kerja

Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).

Skripsi, Dita Fitri Kurnia Sari, Universitas Islam Negeri Malang, 2017,
dengan judul “Implementasi Perlindungan Keselamatan Dan Kesehatan
Kerja Bagi Pekerja Di PT Jatinom Indah Agri Blitar : Tinjauan
Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dan
Maslahah Mursalah”. Penelitian ini peneliti menggunakan penelitian
Empiris dengan terjun langsung pada objek penelitian. Dalam penelitian ini
peneliti mengunakaan yuridis sosiologis dengan meneukan fakta di
masyarakat kemudian identifikasi masalah untuk menuju kepada

penyelesaian masalah.
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Hasil penelitian kali ini membuktikan bahwa PT Jatinom indah Agri
pada pemberlakuan dan pelaksanaa prosedur perlindungan keselamatan dan
kesehatan pekerja sudah optimal. Meskipun PT Jatinom indah Agri sudah
melakukan berbagai upaya dalam memberikan pengawasan dan telah
menugaskan penanggung jawab pada setiap lokasi kerja. Pada realita dalam
lapangan banyak pekerja yang tidak menggunakan alat pelindung diri
ditambah pula para penanggung jawab yang lalai tidak mengingatkan
pekerja sehingga terjadilah kecelakaan kerja. Proteksi keselamatan dan
kesehatan kerja dalam maslahah mursalah telah diwajibkan sebagai
perlindungan umat khususnya pekerja dari marabahaya yang timbul akibat
bekerja atau kecelakaan kerja. Selain itu perlindungan tadi sangatlah krusial
bagi pekerja karena menyebabkan suatu kemaslahatan baginya. Penerapan
keselamatan serta kesehatan kerja untuk pekerja ini merupakan unsur yang
terdapat pada maslahat dharuriyat karena merupakan hal yang utama dan
perlu diperhatikan dalam suatu pekerjaan. Sehingga dapat terjaganya atau
terpeliharanya jiwa atau nyawa pekerja karena penerapan ini bila terjadi
ketidak terlaksananya dapat membahayakan diri dan nyawa pekerja.

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian kali ini adalah
Meneliti mengenai perlindungan tenaga kerja menggunakan Adharuriyyat
Al Khams namun pada penelitian di atas terfokus pada sistem kesehatan dan
keselamatan kerja pada bahan usaha tersebut yang menjadi pembeda pada

penelitian kali ini.
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3. Skripsi, Athika Khoiriyah, Unisversitas Islam Negeri Malang, 2019, dengan
judul “Perlindungan Hak-Hak Pekerja Di CV. Kijang Mas Sidoarjo
Menurut Undang-undang Ketenagakerjaan dan Hukum Islam”. Pada
penelitian ini peneliti terjun langsung ke lapangan (empiris). Dalam
penelitian ini peneliti menggunakan penelitian yuridis empiris dengan cara
memadukan bahan-bahan hukum dengan data primer yang diperoleh
dilapangan.

Hasil penelitian ini, Peneiti menyimpulkan CV. Kijang Mas belum
menerapkan semua ketetentuan pada Undang-undang No 13 Tahun 2003
Tentang Ketenagakerjaan. CV. Kijang Mas dalam penelitiannya belum
memberikan gaji pekerja sesuai UMR Sidoarjo, pemeberian upah dibawah
upah minimum tentunya melanggar ketentuan undang-undang dan hak
pekerja. CV. Kijang Mas juga dalam penelitiannya belum mendaftarkan
pekerjanya pada program BPJS Ketenagakerjaan sehingga pekerja dalam
hal ini tidak terjamin jaminan sosialnya, walaupun CV. Kijang Mas tetap
mengobati dan membawa pekerjanya apabila pekerjanya sakit ke fasilitas
kesehatan. Jaminan sosial lainnya dari CV. Kijang Mas juga hanya berupa
santunan apabila pekerjanya mengalami musibah. Dalam hukum Islam
peneliti  meneliti  menggunakan prespektif hukum ljarah dalam
penelitiannya apa yang terjadi pada CV. Kijang Mas adalah telah sesuai
dengan rukun dan syarat ijarah, indikasi yang digunakan peneliti adalah

kesepakatan antara kedua pihak yakni pihak pekerja dan pihak pemilik
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usaha adalah sama-sama ridho dan tidak ada unsur pemaksaan dalam

akadnya.

Pada penelitian ini memiliki kesamaan pada tinjauan hukum

berdasarkan hukum positif dan hukum Islam, namun berbeda dengan

peneilitian ini yang menggunakan Undang-undang No 11 tahun 2020

Tentang Cipta Kerja Dan menggunakan hukum islam Adharuriyyat Al

Khams sedangkan penelitian diatas menggunakan Undang-undang No 13

tahun 2003 dan menggunakan hukum islam ljarah

Tabel 2

Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

Keselamatan  Dan
Kesehatan Kerja
Bagi Pekerja Di PT
Jatinom Indah Agri
Blitar Tinjauan
Undang-Undang No

Adharuriyyat Al Khams

No | Peneliti dan judul Persamaan Perbedaan

1 Amelia  Noviany, | Meneliti mengenai | Meneliti secara khusus
Perlindungan Kerja | implementasi terhadap pekerja
Bagi Pekerja | perlindungan tenaga | dengan Perjanjian Kerja
Kontrak Pada Pt. | kerja berdasar hukum | Waktu Tertentu
Sinar Sentosa | positif di Badan Usaha (PKWT)
Primatama.

2 Dita Fitri Kurnia | Meneliti mengenai | Meneliti sebatas sistem
Sari, Implementasi | perlindungan tenaga | kesehatan dan
Perlindungan kerjaan menggunakan | keselamatan kerja.
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13 Tahun 2003

Tentang

Ketenagakerjaan

Dan Maslahah

Mursalah.

Athika  Khoiriyah | Penelitian perlindungan | Meneliti menggunakan
Perlindungan Hak- | ketenaga kerjaan | Undang-undang No 13

Hak Pekerja Di CV.
Kijang Mas Sidoarjo

melalui hukum positif
dan hukum islam.

tahun 2003
Dan menggunakan

Menurut  Undang-
undang
Ketenagakerjaan dan
Hukum Islam

hukum islam ljarah

B. Kajian Pustaka

1. Teori Perlindungan Tenaga Kerja
Menurut Soepomo perlindungan pekerja terbagi menjadi 3 perlindungan
yaitu sebagai berikut :
a. Perlindungan Ekonomis.
Perlindungan Ekonomis terkadang disebut sebagai Jaminan Sosial
sebagai perlindungan terkait

terhadap pekerja/buruh

penghasilannya.!!  Perlindungan Ekonomis merupakan jenis

perlindungan yang berkenaan dengan usaha-usaha untuk menjamin
kepada pekerja suatu penghasilan yang cukup untuk memenuhi

keperluan sehari-hari baginya beserta keluarganya termasuk dalam

11 Ngabidin Nurcahyo, Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Berdasarkan Peraturan Perundang-
Undangan Di Indonesia, JURNAL CAKRAWALA HUKUM (e-journal), Vol. 12(1), 69-78, 2021,
DOl : https://doi.org/10.26905/ idjch.v12i1.5781.
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hal pekerjaan tersebut tidak mampu untuk bekerja karena sesuatu
diluar kemampuannya.

Perlindungan Sosial.

Adalah suatu perlindungan yang berkenaan dengan upaya
kemasyarakatan yang bertujuan memungkinkan pekerja itu
menjalankan dan mengembangkan perikehidupannya sebagai
manusia pada umumnya dan sebagai bagian masyarakat dan
bagian keluarga. Perlindungan sosial terhadap tenaga kerja ini
diharapkan akan dapat menimbulkan ketenangan bekerja untuk
pekerja, dan sebagai dampaknya diharapkan pekerja akan
meningkatkan disiplin dan produktivitas kerja mereka.*2
Perlindungan Teknis.

Yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha
untuk menjaga pekerja dari bahaya kecelakaan yang dapat
ditimbulkan oleh pesawat atau alat kerja lainnya atau oleh bahan
yang diolah atau dikerjakan perusahaan, perhitungan jenis ini
disebut dengan keselamatan kerja'®. Termasuk juga pada
perlindungan ini ialah adanya sarana dan prasarana pelengkap
sebagai suatu langkah pencegahan dan penanganan ketika terjadi

kecelakaan kerja.'*

12 Daniel Perwira, dkk., Perlindungan Tenaga Kerja Melalui Sistem Jaminan Sosial: Pengalaman
Indonesia, (Jakarta : Lembaga Penelitian SMERU, 2003) 12.

13 Agusmidah, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (Bogor : Ghalia Indonesia, 2010), 61.

14 Nurcahyo, Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di
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2. Pengupahan
1) Definisi

Dalam Undang-undang No 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan
pasal 1 ayat 3 menyebutkan “Pekerja/buruh adalah setiap orang yang
bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain”*°. Pada
bagian kedua undang-undang ini dijelaskan pula pada pasal 1 dan 2 bahwa
“Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak
bagi kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemerintah
menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh™2®,

Peraturan mengenai pengupahan merupakan bentuk perlindungan
yang termasuk dalam kategori perlindungan ekonomis atau jaminan sosial,
menurut Agusmidah perlindungan ekonomis merupakan bentuk proteksi
bagi pekerja/buruh yang berkenaan dengan perolehan atau upah untuk
memenuhi kebutuhan hidupnya, termasuk juga pada hal ini terjadinya
peristiwa kecelakaan kerja yang dapat menimbulkan seseorang tidak dapat
lagi bekerjal’

Definisi upah menurut KBBI “Upah adalah uang dan sebagainya
yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang
sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu; gaji”‘8. Sedangkan menurut
Undang-undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan “Upah

adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk

15 pasal 1 ayat 3 Undang-undang No 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan

16 pasal 2 Undang-undang No 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan

17 Agusmidah, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (Bogor : Ghalia Indonesia, 2010), xi.
18 https://kbbi.web.id/upah diakses pada 2 November 2021 pukul 21:36 WIB
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uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada
pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian
kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk
tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan
dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan®. Menurut Widodo
Suryandono upah dari sudut pekerja merupakan suatu hak yang dapat
diketahui melalui jumlah, sedangkan dari sudut pihak pengusaha berupa
sebagai bentuk produktivitas®.
2) Prinsip-prinsip pengupahan

a. Hak menerima upah timbul pada saat adanya hubungan kerja dan
berakhir pada saat hubungan kerja putus pengusaha tidak boleh
mengadakan diskriminasi upah bagi pekerja atau buruh laki-laki dan
wanita untuk jenis pekerjaan yang sama.

b. Upah tidak dibayar apabila pekerja atau buruh tidak melakukan
pekerjaan ( No work no pay ).

c. Komponen upah terdiri atas upah pokok dan tunjangan tetap dengan
formulasi upah pokok minimal 75% dari jumlah upah pokok dan
tunjangan tetap.

d. Tuntutan pembayaran upah pekerja atau buruh dan segala
pembayaran yang timbul dari hubungan kerja menjadi daluwarsa

setelah melampaui jangka waktu 2 tahun sejak timbulnya hak.?

19 Undang-undang No 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan
20 Aloysius dkk, Asas-asas Hukum Perburuhan ( Jakarta : PT. Raja Grafindo Jaya 2014), 99.
21 Eko Wahyudi, dkk, Hukum Ketenagakerjaan ( Jakarta :Sinar Grafika 2016), 55.
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Pengupahan terdapat pada Pasal 88 Undang-undang No 11 tahun 2020

tentang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan (1) Setiap pekerja/buruh

berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.(2) Pemerintah

Pusat menetapkan kebijakan pengupahan sebagai salah satu upaya

mewujudkan hak pekerja/buruh atas penghidupan yang layak bagi

kemanusiaan.(3) Kebijakan pengupahan sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) meliputi :

a.

b.

Upah minimum;

Struktur dan skala upah;

Upah kerja lembur;

Upah tidak masuk kerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan
karena alasan tertentu;

Bentuk dan cara pembayaran upah;

Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan wupah; dan upah
sebagai dasar perhitungan atau pembayaran hak dan kewajiban

lainnya.”??

3) Macam-macam bentuk upah

a.

Gaji, merupakan upah dalam bentuk uang yang berlaku dan dapat
dipergunakan sebagai alat pembayaran yang sah.

Barang atau natura, misalnya diupah dengan hasil perkebunan atau
pertanian. Dalam hal ini upah diganti menjadi barang yang bernilai

sama dengan uang yang berlaku.

22 pasal 88 Undang-undang No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan
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c. Tunjangan, yang diberikan selain gaji. Tunjangan merupakan
tambahan gaji di luar gaji pokok seperti, tunjangan jabatan,
tunjangan makan, tunjangan transportasi dan lain sebagainya.

d. Bonus, yakni tambahan karena kinerja yang lebih baik, atau
reward.?®

4) Komponen upah

Komponen upah dalam Pasal 94 Undang-undang No 11 tahun 2020 tentang
Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan disebutkan “Dalam hal komponen
upah terdiri atas upah pokok dan tunjangan tetap, besarnya upah pokok
paling sedikit 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah upah pokok
dan tunjangan tetap.”?* Komponen upah terdapat pada Surat Edaran
Menteri Tenaga Kerja Nomor 07/MEN/1990 Tentang Pengelompokan

Komponen Upah dan Pendapatan Non Upah, Sebagai berikut :

a. Komponen upah

a) Upah Pokok. Imbalan dasar yang dibayarkan kepada
pekerja menurut tingkat atau  jenis  pekerjaan  yang

besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
b) Tunjangan Tetap. Suatu pembayaran yang teratur berkaitan
dengan pekerjaan yang diberikan secara tetap untuk pekerja
dan keluarganya serta dibayarkan dalam satuan waktu yang

sama, dengan pembayaran upah pokok, seperti Tunjangan

23 Beni Ahmad Saebani, Hukum Ketenagakerjaan Prespektif Omnibus Law (Bandung : Pustaka Setia
2021), 82.
24 pasal 94 Undang-undang No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan
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Istri; Tunjangan Anak; Tunjangan Perumahan; Tunjangan
Kemahalan; Tunjangan Daerah dan lain-lain. Tunjangan
Makan dan Tunjangan Transport dapat dimasukkan dalam
komponen tunjangan tetap apabila pemberian tunjangan
tersebut tidak dikaitkan dengan kehadiran, dan diterima
secara tetap oleh pekerja menurut satuan waktu, harian atau
bulanan.

c) Tunjangan Tidak Tetap. Suatu pembayaran secara langsung
atau tidak langsung berkaitan dengan pekerja, yang
diberikan secara tidak tetap untuk pekerja dan keluarganya
serta dibayarkan menurut satuan waktu yang tidak sama
dengan waktu pembayaran upah pokok, seperti Tunjangan
Transport yang didasarkan pada kehadiran, Tunjangan
Makan dapat dimasukkan ke dalam tunjangan tidak tetap
apabila tunjangan tersebut diberikan atas dasar kehadiran
(pemberian tunjangan biasa dalam bentuk uang atau fasilitas
makan)

b. Pengertian Pendapatan Non Upah sebagai berikut:

a) Fasilitas. Kenikmatan dalam bentuk nyata/nature yang
diberikan perusahaan oleh karena hal-hal yang bersifat
khusus atau untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja,
seperti fasilitas kendaraan (antar jemput pekerja atau

lainnya); pemberian makan secara cuma-cuma; sarana
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ibadah; tempat penitipan bayi; koperasi; kantin dan lain-
lain.

b) Bonus. Bukan merupakan bagian dari upah, melainkan
pembayaran yang diterima pekerja dari hasil keuntungan
perusahaan atau karena pekerja menghasilkan hasil kerja
lebih besar dari target produksi yang normal atau karena
peningkatan produktivitas; besarnya pembagian bonus
diatur berdasarkan kesepakatan.

c) Tunjangan Hari Raya (THR) Gratifikasi dan pembagian
keuntungan lainnya.?®

5) Penetapan upah

Pada Undang-undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
penetapan upah ditetapkan melalui kesepakatan antara pengusaha dan
pekerja namun dalam kesepakatan ini pemerintah menetapkan tidak boleh
lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan seperti yang telah
tertuang pada Pasal 88A Ayat 4 Undang-undang No 11 Tahun 2020 Tentang
Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan “Pengaturan pengupahan yang
ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh atau
serikat pekerja/serikat buruh tidak boleh lebih rendah dari ketentuan

pengupahan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan”?®.

25 Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor 07/MEN/1990 Tentang Pengelompokan Komponen
Upah dan Pendapatan Non Upah

% pasal 88A Ayat 4 Undang-undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Klaster
Ketenagakerjaan
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Selanjutnya pada Pasal 88B Undang-undang No 11 Tahun 2020 Tentang
Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan penetapan upah dapat ditinjau dari :
a. Satuan waktu; dan/atau
b. Satuan hasil.

Pengusaha dalam menetapkan upah berkewajiban untuk meninjau
secara berkala untuk memberikan jaminan penghasilan dan penyesuaian
sesuai menurut perkembangan nilai kehidupan pada masyarakat?®’.
Kewajiban ini dapat ditemukan pada Pasal 92 Undang-undang No 11 Tahun
2020 Tentang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan yang berbunyi berikut :

a. Pengusaha menyusun struktur dan skala upah dengan
memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan
kompetensi.

b. Pengusaha melakukan peninjauan upah secara berkala dengan
memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas.

c. Ketentuan mengenai struktur dan skala upah sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri?®,

6) Upah tidak bekerja

Walaupun terdapat prinsip no work no pay dalam sistem

pengupahan, namun karena alasan tertentu pekerja atau buruh tetap berhak

mendapatkan upah dari pengusaha?®. Pengecualian prinsip no work no pay

27 Aloysius, Asas-asas Hukum Perburuhan ( Jakarta : PT. Raja Grafindo Jaya 2014), 101
28 Pasal 92 Undang-undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan
29 Eko Wahyudi, dkk, Hukum Ketenagakerjaan (Jakarta :Sinar Grafika 2016), 60
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diatur dalam Pasal 93 ayat 2 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003
Tentang Ketenagakerjaan :

a. Pekerja/buruh sakit sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan;

b. Pekerja/buruh perempuan yang sakit pada hari pertama dan kedua
masa haidnya sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan;

c. Pekerja/buruh tidak masuk bekerja karena pekerja/buruh menikah,
menikahkan, mengkhitankan, membaptiskan anaknya, isteri
melahirkan atau keguguran kandungan, suami atau isteri atau anak
atau menantu atau orang tua atau mertua atau anggota keluarga
dalam satu rumah meninggal dunia;

d. Pekerja/buruh tidak dapat melakukan pekerjaannya karena sedang
menjalankan kewajiban terhadap negara;

e. Pekerja/buruh tidak dapat melakukan pekerjaannya karena
menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya;

f. Pekerja/buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan
tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan
sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari
pengusaha;

g. Pekerja/buruh melaksanakan hak istirahat;

h. Pekerja/buruh melaksanakan tugas serikat pekerja/serikat buruh atas
persetujuan pengusaha; dan

i. Pekerja/buruh melaksanakan tugas pendidikan dari perusahaan®.

30 pasal 93 ayat 2 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
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Pekerja yang tidak bekerja dikarenakan sakit berdasarkan Pasal 93 ayat 3

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan upahnya

tetap harus dibayarkan dengan presentase yang berbeda. Dengan besaran

pembayaran upah sebagai berikut :

a.

b.

C.

d.

Untuk 4 bulan pertama, dibayar 100% dari upah;
Untuk 4 bulan kedua, dibayar 75% dari upah;
Untuk 4 bulan ketiga, dibayar 50% dari upah;

Untuk 4 bulan keempat, dibayar 25% dari upah;®!

Selain sakit menurut Pasal 93 ayat 4 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003

Tentang Ketenagakerjaan upah juga tetap dibayarkan bagi perkerja yang :

a.

b.

Pekerja/buruh menikah, dibayar untuk selama 3 (tiga) hari;
Menikahkan anaknya, dibayar untuk selama 2 (dua) hari;
Mengkhitankan anaknya, dibayar untuk selama 2 (dua) hari
Membaptiskan anaknya, dibayar untuk selama 2 (dua) hari;

Isteri melahirkan atau keguguran kandungan, dibayar untuk selama
2 (dua) hari;

Suamif/isteri, orang tua/mertua atau anak atau menantu meninggal
dunia, dibayar untuk selama 2 (dua) hari; dan

Anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia, dibayar untuk

selama 1 (satu) hari.®

31 Pasal 93 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
32 pasal 93 ayat 4 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
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7) Penetapan upah lembur
Penetapan upah lembur dapat dibagi menjadi 2 macam lembur pada hari
kerja dan lembur pada hari libur ata libur nasional penetpan upah lembur ini
dapat ditemukan pada Pasal 11 Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep.102 /Men/Vi/2004 Tentang
Waktu Kerja Lembur Dan Upah Kerja Lembur
Cara perhitungan upah kerja lembur sebagai berikut:

a. Apabila kerja lembur dilakukan pada hari kerja:

1) Untuk jam kerja lembur pertama harus dibayar upah sebesar
1,5 (satu setengah) kali upah sejam;

2) Untuk setiap jam kerja lembur berikutnya harus dibayar upah
sebesar 2 (dua) kali upah sejam.

b. Apabila kerja lembur dilakukan pada hari istirahat mingguan
dan/atau hari libur resmi untuk waktu kerja 6 (enam) hari kerja 40
(empat puluh) jam seminggu maka:

1) Perhitungan upah kerja lembur untuk 7 (tujuh) jam pertama
dibayar 2 (dua) kali upah sejam, dan jam kedelapan dibayar
3 (tiga) kali upah sejam dan jam lembur kesembilan dan
kesepuluh 4 (empat) kali upah sejam;

2) Apabila hari libur resmi jatuh pada hari kerja terpendek
perhitungan upah lembur 5 (lima) jam pertama dibayar 2

(dua) kali upah sejam, jam keenam 3 (tiga) kali upah sejam
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dan jam lembur ketujuh dan kedelapan 4 (empat) kali upah

sejam.
c. Apabila kerja lembur dilakukan pada hari istirahat mingguan
dan/atau hari libur resmi untuk waktu kerja 5 (lima) hari kerja dan
40 (empat puluh) jam seminggu, maka perhitungan upah Kkerja
lembur untuk 8 (delapan) jam pertama dibayar 2 (dua) kali upah
sejam, jam kesembilan dibayar 3 (tiga) kali upah sejam dan jam

kesepuluh dan kesebelas 4 (empat) kali upah sejam?3.

3. Waktu Kerja
Setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja** yang
sebelumnya diatur dalam Pasal 77 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020
Tentang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan berbunyi sebagai berikut :
1) Setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja.
2) Waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu)
minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu;
atau

b. 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1
(satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu)

minggu.

33 pasal 11 Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep.102
/Men/Vi/2004 Tentang Waktu Kerja Lembur Dan Upah Kerja Lembur
3 Hardijan Rusli, Hukum Ketenagakerjaan (Bogor: Ghalia Indonesia 2004), 83
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3) Ketentuan waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak
berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu.

4) Pelaksanaan jam kerja bagi pekerja/buruh di perusahaan diatur
dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja
bersama.

5) Ketentuan lebih lanjut mengenai waktu kerja pada sektor usaha atau
pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam

Peraturan Pemerintah.%®

4. Waktu Lembur
Waktu kerja lembur adalah waktu kerja yang melebihi waktu kerja dalam
sehari dan seminggu, juga mempekerjakan pada hari libur nasional3®
Mempekerjakan lebih dari waktu kerja sedapat mungkin harus dihindarkan
karena pekerja atau buruh harus mempunyai waktu yang cukup untuk
istirahat dan memulinkan kebugaran nya®’. Dalam Pasal 78 Undang-
Undang nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Klaster
Ketenagakerjaan disebutkan “bahwa kerja lembur paling lama empat jam
dalam sehari dan 18 jam dalam seminggu”3®. Bunyi pasal tersebut adalah

sebagai berikut:

% pasal 77 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan
3% Beni Ahmad Saebani, Hukum Ketenagakerjaan Prespektif Omnibus Law ( Bandung : Pustaka
Setia 2021), 106

37 Hardijan Rusli, Hukum Ketenaga Kerjaan (Bogor: Ghalia Indonesia 2004), 83

38 Saebani, Hukum Ketenagakerjaan Prespektif Omnibus Law, 103
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1) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu
kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) harus
memenuhi syarat:

a. Ada persetujuan pekerja/buruh yang bersangkutan; dan

b. Waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling lama 4
(empat) jam dalam 1 (satu) hari dan 18 (delapan belas) jam
dalam 1 (satu) minggu.

2) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu
kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membayar upah
kerja lembur. Ketentuan waktu kerja lembur sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b tidak berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan
tertentu.

3) Ketentuan lebih lanjut mengenai waktu kerja lembur dan upah kerja
lembur diatur dalam Peraturan Pemerintah.”3®

Selanjutnya para pengusaha diperbolenkan mempekerjakan pekerjanya
ketika hari-hari libur nasional dengan ketentuan bahwasanya waktu kerja ini
termasuk dalam waktu lembur sebagaimana tertuang dalam Pasal 85
Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Klaster
Ketenagakerjaan berbunyi:

1) Pekerja/buruh tidak wajib bekerja pada hari-hari libur resmi.

2) Pengusaha dapat mempekerjakan pekerja/buruh untuk bekerja

pada hari-hari  libur resmi apabila jenis dan sifat pekerjaan

%9 Pasal 78 Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan
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tersebut harus dilaksanakan atau dijalankan secara terus menerus
atau pada keadaan lain berdasarkan kesepakatan antara
pekerja/buruh dengan pengusaha.

3) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh yang melakukan
pekerjaan pada hari libur resmi sebagaimana dimaksud dalam ayat
(2) wajib membayar upah kerja lembur.

4) Ketentuan mengenai jenis dan sifat pekerjaan sebagaimana

dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.”*

5. Waktu Istirahat dan Cuti
Waktu istirahat merupakan hak bagi pekerja untuk beristirahat setelah
melakukan pekerjaannya terus menerus. Pekerja atau buruh dalam jam kerja
yang dijalaninya berhak untuk mendapatkan waktu istirahat guna
memulihkan tenaga dan kebugarannya*'.Pada waktu istiranat pekerja
tetaplah mendapatkan upah sebagaimana mestinya sebagaimana ditetapkan
dalam Pasal 84 Undang-undang No 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan “Setiap pekerja/buruh yang menggunakan hak waktu
istirahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) huruf b, c, dan d,
Pasal 80, dan Pasal 82 berhak mendapat upah penuh”.*? Sedangkan waktu

cuti merupakan meninggalkan pekerjaan beberapa waktu secara resmi untuk

40 pasal 85 Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan
41 Agusmidah, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (Bogor : Ghalia Indonesia, 2010), 72.
42 pasal 84 Undang-undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
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beristirahat dan sebagainya*® Ketentuan waktu istirahat dan cuti ini telah
ditetapkan pada Pasal 79 Undang-undang 11 Tahun 2020 Tentang Cipta
Kerja Klaster Ketenagakerjaan yang berbunyi sebagai berikut :

1) “Pengusaha wajib memberi:

a. waktu istirahat; dan

b. cuti.

2) Waktu istirahat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib
diberikan kepada pekerja/buruh paling sedikit meliputi:

a. istirahat antara jam kerja, paling sedikit setengah jam setelah
bekerja selama 4 (empat) jam terus menerus, dan waktu
istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja; dan

b. istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja
dalam 1 (satu) minggu.

3) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang wajib
diberikan kepada pekerja/buruh, yaitu cuti tahunan, paling sedikit 12
(dua belas) hari kerja setelah pekerja/buruh yang bersangkutan
bekerja selama 12 (dua belas) bulan secara terus menerus.

4) Pelaksanaan cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian
kerja bersama. Selain waktu istirahat dan cuti sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), ayat (2)I, dan ayat (3), perusahaan tertentu

3 https://kbbi.web.id/upah diakses pada 6 November 2021 pukul 15:36 WIB
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dapat memberikan istirahat panjang yang diatur dalam perjanjian
kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perusahaan tertentu sebagaimana

dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Pemerintah.”**

6. Waktu Ibadah

Pengusaha wajib memberikan waktu bagi pekerjanya untuk
melaksanakan kewajibanya untuk beribadah ketentuan ini dapat ditemukan
pada Pasal 80 Undang-undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
yang berbunyi “Pengusaha wajib memberikan kesempatan yang
secukupnya kepada pekerja/buruh untuk melaksanakan ibadah yang
diwajibkan oleh agamanya”.*® Makna dari kesempatan secukupnya diatas
ilalah mengadakan tempat untuk melakukan ibadah yang dapat
memungkinkan pekerja atau buruh untuk menunaikan ibadahnya secara

nyaman sesuai dengan kemampuan perusahaan.*®

7. Keselamatan Kerja
Seluruh pekerja atau buruh memiliki hak untuk mendapatkan
perlindungan atas kesehatan dan keselamatan kerja secara moral dan
kesusilaan juga perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat sebagai
manusia serta nilai-nilai agama*’.Keselamatan kerja adalah keselamatan

yang berkaitan dengan mesin, pesawat, alat kerja, bahan dan proses

4 Pasal 79 Undang-undang 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan

4 Pasal 80 Undang-undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

4 Endah Pujiastuti, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan ( Semarang : Semarang University Press
2009), 37

47 Hardijan Rusli, Hukum Ketenagakerjaan (Bogor: Ghalia Indonesia 2004), 82.
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pengoperasiannya landasan tempat kerja dan lingkungannya serta cara-cara
untuk melakukan suatu pekerjaanObjek keselamatan kerja ialah segala
tempat kerja baik yang ada di darat maupun di dalam tanah, pada permukaan
air maupun di dalam air dan juga yang ada di udara. Kesehatan kerja
merupakan bagian dari ilmu kesehatan dengan tujuan agar tenaga kerja
memperoleh kesehatan yang sempurna baik secara fisik mental maupun
sosial sehingga dapat memungkinkan pekerja bekerja secara optimal.*8
Upaya keselamatan dan kesehatan kerja memiliki tujuan guna
melindungi keselamatan pekerja atau buruh demi terwujudnya produktivitas
kerja yang prima dengan cara mencegah kecelakaan dan berbagai penyakit
yang bisa timbul akibat kerja, pengendalian bahaya ditempat Kerja,
kesehatan pengobatan dan rehabilitasi dengan demikian tujuan peraturan
keselamatan dan kesehatan kerja adalah :
a. Melindungi pekerja dari resiko kecelakaan kerja;
b. Meningkatkan derajat kesehatan para pekerja atau buruh;
c. Agar pekerja atau buruh dan orang-orang di sekitarnya terjamin
keselamatannya;
d. Menjaga agar sumber produksi dipelihara dan

dipergunakan secara aman dan berdayaguna.*®

4 Endah Pujiastuti, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan (Semarang : Semarang University Press
2009) 37.
4% Eko Wahyudi, Hukum Ketenagakerjaan (Jakarta :Sinar Grafika 2016), 36.
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Kewajiban pengusaha dalam menjalankan kesehatan dan
keselamatan kerja terdapat pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970
tentang Keselamatan Kerja sebagai berikut:

a. Kewajiban pengusaha terhadap pekerja atau buruh baru masuk
pengusaha wajib menunjukkan dan menjelaskan hal-hal
1) Tentang kondisi dan bahaya yang dapat timbul di lingkungan
kerja;
2) Semua alat pengaman dan pelindung yang digunakan jika;
3) Cara dan sikap yang aman dalam melakukan pekerjaan;
4) Tempat memeriksa Kesehatan baik fisik maupun mental
pekerja yang bersangkutan.
b. Terhadap pekerja atau buruh yang telah atau sedang dipekerjakan
1) Melakukan pembinaan dalam hal pencegahan kecelakaan
kerja penanggulangan kebakaran pemberian P2 K3 dan
peningkatan usaha keselamatan dan kesehatan kerja pada
umumnya;
2) Memeriksakan kesehatan kerja secara berkala..
c. Menyediakan secara cuma-cuma semua alat perlindungan diri yang
diwajibkan untuk tempat kerja yang bersangkutan bagi seluruh

pekerja atau buruh
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d.

Memasang gambar dan undang-undang keselamatan dan kesehatan
kerja serta bahan pembinaan lainnya di tempat kerja sesuai petunjuk

pegawai pengawas atau ahli keselamatan dan kesehatan kerja®°.

8. Hukum Islam

Islam sangat memperhatikan perlindungan untuk tiap individu yakni

melalui perlindungannya untuk semua urusan individu yang bersifat materi

dan moral. Islam menjaga kehidupan tiap individu menjaga semua yang

menjadi sandaran hidupnya. Mempelajari perlindungan islam dapat

diketahui melalui perlindungan harta dan keturunan, yang mana dua hal ini

merupakan hak asasi manusia.®® Berdasarkan tingkat kepentingannya

terhadap umat magasid syariah dibagi menjadi tiga tingkatan hierarkis yaitu

dharuriyat, hajiyyat dan tahsiniyat

1)

2)

Dharuriyyat adalah sesuatu yang menjadi penopang kehidupan
manusia, dan dharuriyat ini mesti ada untuk mewujudkan
kemaslahatan mereka. Apa bila al dahruriyat ini hilang, maka
rusaklah sistem keteraturan hidup mereka, kemaslahatan mereka
tidak akan terwujud, terjadilah kerusakan dan malapetaka.®?

Hajiyyat ialah  kebutuhan manusia guna  melengkapi
kemaslahatannya dan menjamin kebutuhan hidupnya, hanya saja

apabila tidak tercapai tidak akan menimbulkan rusaknya struktur

50 Eko Wahyudi, Hukum Ketenagakerjaan (Jakarta :Sinar Grafika 2016), 38.

1 Ahmad Al-Mursi Husai Jauhar, Magashid Syariah ( Jakarta : Amzah 2018), xi

52 Ahmad Deski, Maqasid Syari’ah Menurut Abdul Wahab Khalaf, Al-Furgon No.1 (2022) 2356-
3036 https://ejournal.staidapayakumbuh.ac.id/index.php/alfurgan/article/view/59
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yang ada. akan tetapi apabila Hajiyyat ini hilang dari manusia, maka
manusia itu akan mengalami kesulitan dan kesempitan. Maka makna
Hajiyyat disini adalah menghilangkan kesulitan.

3) Tahsiniyyat merupakan bagian dari pelengkap susunan kehidupan
manusia sehingga dapat hidup dengan sejahtera. Pada pada bagian
ini terdapat macam-macam hal berkaitan dengan etika (suluk) dan
(makarim alakhlak). seperti contoh kebiasaan- kebiasaan baik yang
bersifat umum maupun khusus.*

Dharuriyat (<vu,-2) ) menurut Al-Ghazali adalah beragam maslahat yang

menjamin terjaganya tujuan dari tujuan yang lima, yaitu memelihara
agama,nyawa, akal, harta dan nasab. Di dalam Al-Quran Dharuriyat Al-

Khoms terdapat pada Q.S Al-Anam Ayat 151%* :

-
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3 Ahmad Sarwat, Magashid Syariah, (Jakarta : Rumah Figih Publishing 2019), 54
% Q.S Al-Anam Ayat 151
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Artinya “Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu
yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat
baiklah terhadap kedua orang ibu bapa,dan janganlah kamu
membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan
memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu
mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di
antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh
jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu
(sebab) yang benar. Demikian itu yang diperintahkan kepadamu
supaya kamu memahami(nya).” (QS. Al-Anam : 151)

1. Memelihara agama tertuang pada lafadz (« \}fﬂi ‘ﬁ)

qge s daos

2. Memelihara nyawa tertuang pada lafadz (d;l-b VAT s G 20T 1L )

3. Memelihara keturunan tertuang pada lafadz ([ z=547 155555 ¥s)
4. Memelihara harta tertuang pada lafadz (Ja.m.db Ohisdly J&J\ 535?3)

5. Memelihara akal tertuang pada lafadz (& skss (.’.Qd i

Perlindungan Islam ini kemudian disebut al-kulliyat al-khams atau adh-
dharurat al-khams. Adapun kelima perlindungan ini adalah :

1) Perlindungan terhadap agama;

2) Perlindungan terhadap nyawa;

3) Perlindungan terhadap akal;

4) Perlindungan terhadap keturunan; dan

5) Perlindungan terhadap harta benda.®

5 Ahmad Sarwat, Magashid Syariah, (Jakarta : Rumah Figih Publishing 2019), 58
% Ahmad Al-Mursi Husai Jauhar, Magashid Syariah (Jakarta : Amzah 2018), xiii
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Pada penelitian kali ini terdapat tiga aspek perlindungan ketenagakerjaan

sehingga jika ditinjau dari adh-dharurat al-khams maka penelitian kali ini:

1) Hifdzu Al-mal dalam teori lama dimaknai ulang dengan
mengutamakan  kepedulian sosial, pembangunan dan
kesejahteraan sosial®’. Sehingga perlindungan terhadap upah dapat
ditinjau dari Hifdzu Al-Mal atau perlindungan terhadap harta benda
hal ini dikarenakan perlindungan terhadap pengupahan merupakan
salah satu unsur kesejahteraan berupa bentuk perlindungan islam
terhadap harta benda yang diperoleh secara halal oleh umat. Harta
yang baik pastinya berasal dari tangan-tangan orang Yyang
memilikinya berasal dari pekerjaan yang dianjurkan oleh agama
seperti bekerja disawah, pabrik, perdagangan atau dari hal yang
sejenis.Allah mengharamkan perbuatan yang curang dalam takaran
ketika melakukan transaksi pembelian, sebagaimana dalam

firmanya Q.S Al-Mutaffifin Ayat 2°8 ;%

~ 2

OFr $A33 31 GAIST 005 0353t O o ST 131 3 cpailenl] ol

Yang artinya :

“Kecelakaan besarlah bagi orang orang yang curang, yaitu orang-
orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta
dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang
lain mereka mengurangi”

57 Arina Hagan, Rekonstruksi Magasid Al-Syari’ah Jasser Auda, Jurnal Pemikiran dan llmu
Keislaman, Vol. 1 (1) Mei, 2018, 135-152 DOI : http://jurnal.instika.ac.id/index.php/jpik/article/view/72
%8 Q.S Al-Mutaffifin Ayat 2

%9 Jauhar, Magashid Syariah, 170
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2) Hifdzu Ad-Diin atau perlindungan terhadap agama. Hifdzu Ad-Diin
bertujuan menjaga, melindungi dan menghormati kebebasan
beragama dan berkepercayaan®. Hifdzu Ad-Diin termasuk juga di
dalam perlindungan waktu terdapat kebebasan ketika melaksanakan
kewajiban-kewajiban beragama dalam Islam seperti, waktu ibadah,
waktu menikahkahkan, waktu hari raya, dan lain sebagainya.
Perlindungan terhadap agama ini didasari dengan janji Nabi
Muhammad SAW kepada penduduk najran menyatakan bahwa
mereka berada dalam perlindungan Allah dan tanggungan atau
jaminan Rasul-Nya untuk urusan harta, agama, dan baiat mereka®*

3) Hifdzu An Nafs atau perlindungan terhadap nyawa, Islam melarang
pertumpahan darah dengan cara yang tidak benar. Negara akan
menghadapi kehancuran ketika nyawa tidak dilindungi, sehingga
kedamaian dan ketenangan akan hilang®?. Dalam hal ini tentunya
perlindungan keselamatan kerja berkaitan dengan perlindungan
nyawa, keselamatan kerja tentunya menyangkut paut tentang
keselamatan kerja para pekerja seperti efek produksi, baju atau alat
keselamatan, dan lain sebagainya. Perlindungan terhadap nyawa

didasari Firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa Ayat 295 :

60 Arina Hagan, Rekonstruksi Magasid Al-Syari’ah Jasser Auda.

1 Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, Magashid Syariah ( Jakarta : Amzah 2018), HIm 3

62 Mohd Harifadilah Rosidi. Dkk, The Role of Magasid Al-Shari’ah as a Fundamental Ethics in
Social Media Use, International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences
Vol. 12 (4), April, 2022, 1285 — 1301 DOI : http://dx.doi.org/10.6007/IJARBSS/v12-i4/13044

83 Q.S An-Nisa Ayat 29
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Yang artinya :
Dan janganglah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah
adalah maha penyayang kepadamu (An-Nisa Ayat 29)

4) Perlindungan Akal atau Hifdzu Agl, Islam menuntut kita untuk
menjaga akal karena akal adalah karunia Allah SWT untuk manusia
dan menjadikan manusia lebih mulia dari makhluk lainnya. Al-
Ghazali juga percaya larangan minum alkohol dalam hukum Islam
membuktikan perlunya menjaga akal sehat.®* Akal dinamakan
ikatan karena dapat mencegah pemiliknya untuk melakukan hal-hal
buruk dan mengerjakan kemungkaran. Diriwayatkan oleh Nabi
SAW “Akal adalah cahaya dalam hati yang membedakan anatara
perkara yang haq dan perkara yang bathil. Apabila Sang Maha
Pengasih menyempurnakan akhlak seseorang maka sempurnalah
akal dan kebutuhannya. Dari sinilah Islam memperhatikan kita
untuk menjaga akal mencegah segala bentuk penganiayaan yang
ditunjukkan kepadanya atau yang menyebabkan rusak dan
berkurangnya akal tersebut untuk menghormati dan memuliakan
mereka dan untuk merealisasikan semua kemaslahatan umum yang

menjadi pondasi kehidupan manusia.®

6 Mohd Harifadilah Rosidi. Dkk, The Role of Magasid Al-Shari’ah as a Fundamental Ethics in
Social Media Use, International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences
8 Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, Magashid Syariah (Jakarta : Amzah 2018), 91
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5) Perlindungan keturunan atau Hifdzu An-Nasl Syariat Islam menjaga

urusan nasab lewat diharamkannya perzinaan, dimana pelakunya
diancam dengan hukum cambuk dan rajam.®® Konsep Hifz al-Nasl
melibatkan perlindungan dan pemeliharaan keturunan, ini penting
dalam Islam untuk membentuk masyarakat muslim yang sehat,
produktif dan efektif. Hifz al-Nasl mengambil berbagai dimensi
tergantung pada aspek-aspek tertentu dari kehidupan manusia. Islam
tidak hanya melarang zina tetapi juga memerintah untuk melakukan

pernikahan®’, sebagaimana dalam Al-Quran QS. An-Nur Ayat 325

P 159
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Artinya :

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan
orang- orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu
yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan.
Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan
kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas  (pemberian-Nya) lagi Maha
Mengetahui”

6 Ahmad Sarwat, Maqashid Syariah, (Jakarta : Rumah Figih Publishing 2019), 61

67 Mohd Harifadilah Rosidi. Dkk, The Role of Magasid Al-Shari’ah as a Fundamental Ethics in
Social Media Use, International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences

8 QS. An-Nur ayat 32
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BAB 111
METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian
empiris. Hukum tidak hanya dikaji melalui normatifitasnya saja akan tetapi
juga dikaji implementasinya melalui penelitian empiris. Empiris berarti
cara cara yang dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat
mengamati dan mengetahui cara cara yang digunakan.®® Penelitian empiris
memerlukan berbagai dislipin sosial dan hukum untuk mengkaji keberadaan
hukum positif 7°. Sehingga penelitian empiris merupakan penelitian yang
dilaksanakan di lapangan penelitian, untuk mendapatkan data lapangan
yang akan dijadikan sumber utama dalam penelitian sebagai disiplin sosial.
Penelitian empiris digunakan untuk menganalisa hukum yang dilihat
sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat.
Penelitian ini didasarkan dengan keadaan yang sebenarnya terjadi di
masyarakat dengan tujuan untuk mengetahui fakta-fakta dan data-data
sesuai kebutuhan peneliti. Setelah data diperoleh peneliti selanjutnya
diidentifikasi untuk memperoleh jawaban dari penyelesaian masalah.

Penelitian yang disusun oleh penulis kali ini merupakan penelitian

8 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D, (Bandung : Penerbit Alfabeta,
2013) 2.
70 Jonaedi Efendi, dkk, Metode Penelitian Hukum, ( Depok : Prenada Media, 2018 ) 149
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lapangan, sebab penelitian ini membahas tentang Pelaksanaan perlindungan

tenaga kerja yang berlangsung pada Wisata Wisata Kampung Cokilat.

. Pendekatan Penelitian

Dengan jenis penelitian di atas, peneliti memakai pendekatan
Yuridis Sosiologis (Social Legal Approach). Pendekatan Yuridis Sosiologis
ialah mengkonsepsikan hukum sebagai institusi social yang rill dan
fungsional dalam system kehidupan nyata’. Penelitian aturan menjadi
penelitian sosiologis (empiris) bisa direalisasikan pada penelitian terhadap
efektifitas hukum yang sedang berlaku’®. Yuridis Sosiologis adalah suatu
penelitian yang umum dilakukan ketika menemukan sebuah fakta (Fact-
Finding) pada kehidupan masyarakat, yang mana selanjutnya berganti pada
identifikasi (Problem Indentification), lalu ditutup dengan penyelesaian
masalah (Problem Solution).” Pada penelitian ini pendekatan Yuridis
Sosiologis dipakai untuk memperoleh pemahaman hukum secara empiris
dengan mendatangi secara langsung objek penelitian yaitu dengan
menelusuri lebih dalam tentang Perlindungan Tenaga Kerja yang sedang
berlangsung di Wisata Kampung Coklat dengan Undang - Undang no 11

Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Hukum Islam.

L Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum,(Jakarta: Penerbit Uiversitas Indonesia Press

72 Jonaedi Efendi, dkk, Metode Penelitian Hukum, 150
3 Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, 51
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Dalam penelitian ini, peneliti juga menggunakan pendekatan
kualitatif. Tujuan primer penelitian kualitatif ialah menjabarkan fenomena
ataupun temuan, menyajikan apa adanya berdasarkan temuan dilapangan,
memberikan korelasi antara variabel, kemudian meramalkan hasilnya’.
Mengenai masalah ini peneliti akan menjabarkan dan menjelaskan
bagaimana Pelaksanaan perlindungan tenaga kerja pada Wisata Wisata
Kampung Coklat ini dengan Undang — Undang no 11 Tahun 2020 Tentang

Cipta Kerja dan Hukum Islam..

. Lokasi Penelitian

Penelitian berlokasi pada pengelola usaha, terkait dalam penelitian
kali ini Wisata Wisata Kampung Coklat yang berlokasi di JI. Banteng —
Blorok No. 18, Desa Plosorejo, Kec. Kademangan, Kabupaten Blitar, Jawa

Timur, 66161.

. Sumber dan Jenis Data
Untuk memenuhi data penelitian dibutuhkan dua sumber data, yaitu sumber
data primer dan sekunder.
1. Sumber Data Primer
Data atau informasi diperoleh melalui pertanyaan tertulis
dengan menggunakan informasi lapangan atau verbal dengan

memakai metode wawancara.” Adapun pada penelitian ini sumber

™ David Hizkia Tobin, dkk, Pendekatan Dalam Penelitian Kualitatif, (Denpasar: Universitas
Udayana 2017) 8.
75 Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif (Yogyakarta : Graha IImu, 2006)
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data primer adalah Pengusaha atau pengelola Wisata Wisata
Kampung Cokilat.
2. Sumber Data Sekunder

Penelitian sekunder menggunakan bahan yg bukan berasal
sumber pertama menjadi sarana buat memperoleh data atau berita
buat menjawab duduk perkara yg diteliti.”® Dalam penelitian ini
yang menjadi patokan sumber data sekunder diantaranya buku-
buku, Hukum Ketenagakerjaan dan jurnal yang berkaitan dengan

tema penelitian.

E. Metode Pengumpulan Data
1. Wawancara Langsung
Wawancara ialah situasi dimana anatara pewawancara
dengan nara sumber melakukan sesi tanya jawab secara bertatap
muka, dalam hal ini pewawancara akan mengajukan beberapa
pertanyaan yg telah disusun rancang sebelumnya guna meperoleh
sebuah jawaban yg relevan dari problematika yang akan diteliti,
dalam hal ini kiprah responden menajadi poin utamanya.”’
Wawancara secara langsung bertujuan menerima data terkait
keterangan sosial masyarakat sangat diharapkan guna mempelajari

ilmu aturan empiris dan menerima kabar yang benar, dalam hal

76 Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif (Yogyakarta : Graha limu, 2006)
16.
7 Badher Johan Nasution, Metode Penelitian llmu Hukum, (Bandung: Mandar Maju 2008), 167.
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wawancara secara langsung peneliti telah harus menyiapkan
pertanyaan-pertanyaan sebelumnya sebagai akibatnya menjadi
pertanyaan yang bermutu, sistematis, kentara dan terarah sesuai
dengan berita hukum yang akan di angkat oleh penelitian.
Berdasarkan hasil dari wawancara itulah semua informasi yang di
peroleh wajib di catat atau direkam dengan baik, hal itu di maksudkan
agar fakta yg secara verbal bisa menjawab duduk perkara-masalah
serta bisa menerima informsi secara seksama dari nara sumber yang
berkompeten.’®
2. Studi Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik mengumpulkan data
melalui gambar, data tertulis maupun data berwujud. Adapun gambar
atau foto-foto, dokumen resmi, buku, arsip, dan lain sebagainya juga

merupakan bagian pengumpulan data terkait konflik penelitian.

F. Metode Pengelohan Data
Data yang didapat dan diperoleh dari lapangan diproses dan
dianalisis untuk menyelesaikan beberapa permasalahan yang terdapat pada
penelitian. Dalam memperoleh fakta dan juga kenyataan dalam menjawab
suatu permasalahan, secara bertahap dalam pengolahan datanya, sebagai

berikut:

8 Soejono Soekantono, Pengantar IImu Hukum, (Jakarta: Universitas Islam Press 1981), 21.
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a. Editing
Tahapan editing artinya langkah pertama yg dilakukan sang
peneliti sesudah berhasil mengumpulkan data-data yg diperoleh dari
yang akan terjadi wawancara di lapangan. Data yg telah diteliti
lengkap tidaknya, perlu diedit yaitu dibaca sekali lagi serta
diperbaiki, Jika masih ada yang samar-samar atau mencurigai, maka
peneliti melakukan kajian lebih pada mulai asal segi kelengkapan,
kejelasan makna, Kketerkaitan dengan tema penelitian, serta
relevansinya dengan data-data yg lain’®. dalam proses penelitian ini,
peneliti ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan perlindungan
ketenagakerjaan
b. Classifying
Pada langkah classifying peneliti harus membaca ulang
seluruh data yang diperoleh menggunakan cara mengklasifikasikan
data yang sinkron dengan rumusan masalah yang ada, baik itu data
berupa wawancara juga yang lainnya dengan tujuan agar
mempermudah peneliti dalam pengolahan data®.
c. Analyzing
Analyzing ialah proses yang harus dilakukan peneliti dengan
melakukan penyederhanaan sebuah data agar mudah buat dibaca

serta dipahami®. Pada tahap ini peneliti mulai menganalisis data

78 Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif (Yogyakarta : Graha limu, 2006)
135.

8 Bambang Sugiono, Metode Penelitian Hukum (Raja Grafindo Persada 2002), 129

81 Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif, 136.
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yang telah didapat dari Pengusaha atau pengelola Wisata Wisata
Kampung Coklat dan dipangkas atau disederhanakan sesuai dengan
topik dan judul yang diteliti oleh peneliti. Dengan ini peneliti akan

menganalisis praktek perlindungan ketenagakerjaan.

d. Concluding

Concluding artinya hasil dari proses atau konklusi. pada
tahap ini peneliti akan menghasilkan kesimpulan dari seluruh data
yang sudah diperoleh dari penelitian yang dilakukan pada lapangan,

baik wawancara atau dokumentasi®?.

82 Bambang Sugiono, Metode Penelitian Hukum (Raja Grafindo Persada 2002), 130.

52



BAB IV

PEMBAHASAN

A. Tentang Wisata Kampung Coklat

1. Sejarah

Pada mulanya Wisata Kampung Coklat merupakan perkebunan
cokelat pada tahun 2000 yang memiliki tanah seluas 750 m2 dan tertanam
di atasnya sebanyak 120 pohon cokelat. Usaha ini didirikan oleh Bapak H.
Kholid Mustofa. Usaha ini dimulai dengan menjualkan biji cokelat. Biji
Cokelat tersebut masih berbentuk bahan mentah yang kemudian dijual
kepada tengkulak diluar kota dengan harga 9000/kg yang kemudian dijual
kepada pabrik dengan harga yang lebih tinggi yaitu 16000/kg. Setelah
berkembang menjadi pemasok coklat tersebut pemilik Wisata Kampung
Coklat mulai mengolah biji coklatnya menjadi coklat konsumsi yang dijual
di bandara-bandara dan mengalami kegagalan dalam usahanya.

Dari kegagalannya itu pemilik merubah konsep usahanya dari
produksi bahan pangan menjadi tempat wisata edukasi. Usahanya tersebut
diberi nama Wisata Kampung Coklat yang terletak di jalan Banteng Blorok
18, Desa Plosorejo, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar, Jawa
Timur. Wisata Edukasi yang berdiri sejak 17 Agustus 2014 dengan harapan
adanya kampung wisata ini sanggup mengedukasi pengetahuan mengenai
pengembangan dan pembudidayaan tanaman kakao hingga produksi
cokelat. Saat ini Wisata Kampung Coklat menjadi salah satu destinasi

wisata di Kabupaten Blitar. Setiap harinya pengunjung Wisata Kampung
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Coklat mencapai 1000 orang. Baik sebagai wisatawan edukasi maupun
konsumen penikmat olahan cokelat. Kerja keras, pantang menyerah dan ulet
menjadi kunci keberhasilan Pemilik Wisata Kampung Coklat . Baginya
kerja keras ini belumlah seberapa masih banyak hal yang perlu dilakukan
untuk mewujudkan mimpinya yaitu menjadikan Indonesia sebagai kiblat
cokelat dunia.

Wisata Kampung Coklat saat ini berada di bawah lembaga KSU
Guyub Santoso, CV Guyub Santoso dan UD Guyub Santoso. Semua
lembaga hukum tersebut berperan sebagai penggerak pemasaran biji kakao
di pasaran baik tingkat regional, nasional ataupun ekspor. Prinsip yang
diembannya adalah Sukses Petani, Sukses Gapoktan, Masyarakat Sejahtera.
Dalam menjalankan usaha Wisata Kampung Coklat menanamkan kultur
perusahaan Wisata Kampung Coklat adalah wisata edukatif yang
mengedepankan kemanfaatan pada masyarakat. Jaringan yang dimilikinya
terdapat sebanyak 48 Kelompok Tani Kakao (se-Kab. Blitar) — Gapoktan
Kakao Se-Jawa Timur.%

2. Dasar pembuatan kontrak kerja.

Dasar pembuatan kontrak kerja pada Wisata Kampung Coklat adalah
mengacu pada AD ART Perusahaan yang telah disahkan notaris, Peraturan
Perusahanan Wisata Kampung Coklat, dan Perundangan-undangan yang

berlaku.®*

8 Situs Resmi Wisata Kampung Coklat https://kampungcoklat.com/ Dikases Pada 31 Maret 2022
8 Wawancara dengan Bapak Syerif selaku Manajer Sumber Daya Manusia Pada tanggal 9 Maret
2022
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3. Jenis Pekerja

Adapun pekerja pada Wisata Kampung Coklat terbagi menjadi 3
golongan pekerja yaitu karyawan reguler, karyawan liburan, dan karyawan
borongan. Karyawan reguler adalah pekerja pada hari-hari biasa dengan
PKWTT, karyawan liburan adalah pekerja yang direkrut pada hari-hari high
season seperti liburan sekolah, libur nasional, libur hari raya dan lain
sebagainya, karyawan borongan adalah karyawan di bagian produksi dan
pengemasan barang. Para pekerja di atas direkrut dengan mengutamakan
warga sekitar lokasi Wisata Kampung Coklat. Sedangkan penempatan

pekerja disesuaikan dengan kemampuan personal dengan trial and error.%

4. Keberlakuan Undang-undang Cipta Kerja

Walaupun  Undang-undang Cipta Kerja telah dinyatakan
inkonstitutional namun Undang-undang Cipta Kerja masih berlaku secara
bersyarat. Adapun dasar keberlakuan Undang-undang Cipta Kerja terdapat
pada Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVI111/2020.
Dalam Amar Putusan tersebut dinyatakan bahwa Undang-undang Cipta
Kerja tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak
dimaknai “tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak

putusan ini diucapkan”. Undang-undang Cipta Kerja dalam Amar Putusan

8 Wawancara dengan Bapak Syerif selaku Manajer Sumber Daya Manusia Pada tanggal 9 Maret
2022
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ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan
pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah
ditentukan dalam putusan ini.

Penetapan inkonstitusional bersyarat dalam Putusan Mahkamah
Konstitusi adalah dalam 2 tahun sejak putusan tersebut diucapkan yaitu
pada tanggal 25 November 2021 hingga tanggal 25 November 2023,
Undang-undang Cipta Kerja masih tetap berlaku dengan syarat DPR dan
pemerintah harus melakukan perubahan sesuai dengan perintah dari Putusan
Mahkahamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XV111/2020. Sehingga jika DPR
dan pemerintah tidak melakukan perubahan pada Undang-undang Cipta
Kerja hingga batas waktu yang ditetapkan maka Undang-undang Cipta
Kerja secara otomatis ditetapkan sebagi inkonstitusional permanen.8®

B. Analisa Pelaksanaan Undang-undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta
Kerja

Persoalan hak pekerja semakin hari menjadi isu yang tidak pernah
luput dari perhatian masyarakat terutama pula bagi pemangku kepentingan.
Hak-hak pekerja yang dijanjikan adanya jaminan perlindungan hukum
melalui keberlakuan konstitusi kemudian secara khusus diatur dalam
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berkedudukan

sebagai sumber instrumen dalam menemukan dan memperoleh jawaban atas

% Fitriani Ahlan Sjarif, “Cara Memaknai Keberlakuan UU Cipta Kerja Pasca Putusan MK” 3
Februari 2022, diakses 1 Oktober 2022, https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-memaknai-
keberlakuan-uu-cipta-kerja-pasca-putusan-mk-cl1703
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berbagai permasalahan ketenagakerjaan.®” Sedangkan eksistensi dari
Undang-undang Cipta Kerja diupayakan dapat mereformasi regulasi
daripada Undang-undang Ketenagakerjaan untuk memberikan kepastian
atas responsivitas terhadap perubahan kondisi sosial, ekonomi, dan
teknologi negara. Adapun tujuan pembangunan negara dalam lingkup
ketenagakerjaan tidak lain adalah dalam mewujudkan masyarakat Indonesia
yang adil, makmur, sejahtera, baik dari sisi materil maupun spiritual .2

Pada realitanya, hak pekerja masih rentan berpotensi mengalami
diskriminasi di lingkungan kerja semakin menunjukkan ketidakberhasilan
tujuan hukum yang seyogyanya mampu memberikan perlindungan berupa
keadilan, kepastian, dan kesetaraan. Fungsi peraturan perundang-undangan
bidang ketenagakerjaan yang berlaku selama ini seolah-olah hanya
menempatkan posisi pekerja pada kondisi kurang menguntungkan. Maka
dari itu, perlu untuk ditinjau kembali pelaksanaan dari pembaharuan
regulasi ketenagakerjaan dengan pelaksanaan hak pekerja salah satunya di
Wisata Kampung Coklat. Berikut dapat diuraikan beberapa hak pekerja
Wisata Kampung Coklat yang dijamin berdasarkan keberlakuan Undang-
undang Cipta Kerja.

1. Pengupahan

87 Zainudin Ali, Supriadi, Pengantar IImu Hukum, (Jakarta: Yayasan Masyarakat Indonesia Baru,
2014), 228.

8 Nur Alfiyani, “Perbandingan Regulasi Ketenagakerjaan dalam Undang-undang Ketenagakerjaan
da Undang-undang Cipta Kerja”, An-Nizam: Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan, Vol. 14, No. 2,
(2020), 121-140. http://journal.iain-ternate.ac.id/index.php/annizam/article/viewFile/318/280
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Upah pada dasarnya merupakan hak pekerja yang wajib ditunaikan
oleh pengusaha atau majikan sebagai bentuk imbalan dari pekerjaan. Wujud
dari upah secara umum berupa uang sebagai imbal kerja atau penghargaan
yang dapat dipersamakan dengan gaji maupun penghasilan-penghasilan
lain. Tujuan pengupahan ialah tidak lain untuk memberikan kesempatan
bagi pekerja dalam mendapatkan hak kesejahteraan sebagaimana
mestinya.?® Sebaliknya, pekerja sendiri akan berupaya memperoleh upah

yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas hidup.*

Persoalan mengenai pemberian upah menjadi isu yang tidak pernah
surut dalam dinamika ketenagakerjaan di Indonesia sehingga masih perlu
mengupayakan adanya perlindungan hukum agar tetap memperoleh hak
ekonomis kepada para pekerja. Terutama terhadap penetapan upah
minimum ditetapkan secara regional menurut wilayah provinsi maupun
kabupaten/kota yang belum terwujud secara optimal akibat

ketidakseragaman nominal yang diperoleh pekerja.

Tinjauan pengupahan saat ini mengacu pada Pasal 88 Undang-
undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan

yang berbunyi:

“(1) Setiap pekerja/buruh berhak atas penghidupan yang layak bagi
kemanusiaan.(2) Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan

8 Sendjun H. Manulang, Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia, (Jakarta: Rineka
Cipta, 2001), 7-8.

% Catur JS, Djongga, Heriyandi, Herry Poerwanto, Jelita Hutasolit, Khiarul Anam, Bambang
Wiyono, “Perlindungan Hukum Terhadap Kesejahteraan Pekerja Melalui Undang-undang Nomor
11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja”, Jurnal Lex Specialis, Vol. 1, No. 2, (2020), 178-188.
http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jlsp/article/view/8582
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pengupahan sebagai salah satu upaya mewujudkan hak
pekerja/buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.(3)
Kebijakan pengupahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
meliputi :

a. Upah minimum;

b. Struktur dan skala upah;

c. Upah kerja lembur;
d. Upah tidak masuk kerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan
karena alasan tertentu;
Bentuk dan cara pembayaran upah;
Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah; dan upah
sebagai dasar perhitungan atau pembayaran hak dan
kewajiban lainnya.”®!

=h @D

Penentuan upah yang ditetapkan pemerintah didasarkan pada
pertimbangan kepentingan pemerintah sendiri dalam aspek ekonomi,
politik, dan kepentingan lain. Melalui pasal tersebut, pemerintah menilai
upah sebagai variabel ekonomi makro yang dapat memberikan pengaruh
terhadap inflasi, kesempatan kerja, pengangguran, dan pemerataan
pendapatan, maupun pertumbuhan ekonomi secara umum. Hal ini
mengedepankan pula aspek kesejahetaraan masyarakat di tengah
optimalisasi ekonomi negara. Dalam penilitan pada Wisata Kampung
Coklat yang diketahui melalui wawancara yang telah dilakukan Bapak

Syerif mengungkapkan bahwa:

“ jadi kalau di kita ini sistem kerjanya tidak bekerja tidak digaji itu
kalau sistem di perundang-undangan di pemerintah tidak ada,
adanya gaji pokok dan gaji bulanan. Kalau di sini memang sistemnya

tidak bekerja tidak digaji melihat alur proses bisnis perusahaan. %

%1 Pasal 88 Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan
92 Wawancara dengan Bapak Syerif selaku Manajer Sumber Daya Manusia Pada tanggal 9 Maret
2022
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Keterangan dari bapak Irfan

“di sini memang begitu kalau ga kerja ya tidak digaji, ya lebih
nyaman kalo ga kerja ga digaji, lebih adil saja”%

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwasanya pada Wisata
Kampung Coklat terdapat sistem no work no pay yang mana dalam
sistematikanya pekerja tidak dibayar apabila tidak bekerja. Sedangkan
menurut Pasal 88 ayat (3) huruf d Undang-undang Nomor 11 tahun 2020
tentang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan menyatakan bahwa “Upah
tidak masuk kerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan karena alasan
tertentu® sehingga dari wawancara di atas tentunya sistem no work no pay
pada Wisata Kampung Coklat tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Hal ini sesuai dengan pernyataan Eko Wahyudi,dkk walaupun terdapat
prinsip no work no pay dalam sistem pengupahan namun karena alasan
tertentu pekerja atau buruh tetap berhak mendapatkan upah dari
pengusaha.®® Di sisi lain, penggunaan prinsip no work no pay sesungguhnya
memiliki pengecualian seperti apabila pekerja mengalami sakit yang
menghalangi ia melaksanakan pekerjaannya, ia tetap berhak memperoleh
upahnya. Demikian pula alasan lain yang tidak dikecualikan dalam

peraturan perundang-undangan maka tidak berlaku kembali prinsip no work

% Wawancara dengan Bapak Irfan selaku Pekerja pada Wisata Kampung Coklat Pada tanggal 9
Maret 2022

% Pasal 88 ayat (3) huruf d Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Klaster
Ketenagakerjaan

% Eko Wahyudi, dkk, Hukum Ketenagakerjaan, 60
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no pay.*® Penjelasan lebih lanjut dinyatakan dalam peraturan turunan
Undang-undang Cipta Kerja yaitu Pasal 40 ayat (1) Peraturan Pemerintah

Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yang berbunyi bahwa:

“Upah tidak dibayar apabila Pekerja/Buruh tidak masuk bekerja
dan/atau tidak melakukan pekerjaan”

Adapun penetapan upah minimum dari Kampung Coklat yang
diperoleh oleh salah satu pekerja yaitu Bapak Syerif mengungkapkan

bahwa:

“Gaji pokoknya rata-rata Rp.70.000 perhari, jika lebih dari jam 7.00
WIB dia masuk potongannya adalah Rp.7,500/jam untuk
keterlambatan. Untuk upah lemburnya satu jam adalah
Rp.8000/jam. Dan itu direkap setiap dua minggu sekali. Dibayarkan
setiap hari jumat.”¥’

Hal yang senada diungkapkan oleh bapak Irfan sebagai berikut.

“Kami rata-rata gajinya Rp.70.000 itu dibayar 2 minggu sekali di
hari jumat "%

Dari wawancara tersebut dapat diketahui gaji pekerja adalah
Rp.70.000 perhari, hari kerja pekerja dalam seminggu adalah 6 hari, dalam

sebulan terdapat 4 minggu maka dalam sebulan terdapat 24 hari kerja

e Gaji Perhari x Hari Kerja Dalam Sebulan = Rp.70,000 x 24

% Alvian Dharmawan, “Dasar Pandemi Covid-19 sebagai Alasan Penerapan Asas No Work No Pay
Bagi Pengusaha Untuk Pekerja”, Jurisdiction, Vol. 4, No. 3, (2021), 813-833. DOI:
https://doi.org/10.20473/jd.v4i3.26971

% Wawancara dengan Bapak Syerif selaku Manajer Sumber Daya Manusia Pada tanggal 9 Maret

% Wawancara dengan Bapak Irfan selaku Pekerja pada Wisata Kampung Coklat Pada tanggal 9
Maret 2022

61


https://doi.org/10.20473/jd.v4i3.26971

Sehingga total gaji pekerja adalah Rp. 1.680.000 per bulan.

Sedangkan Upah Minimun pada Kabupaten Blitar per tahun 2022
yaitu Rp 2.015.071,18 °® maka dapat disimpulkan Wisata Kampung Coklat
belum melaksanakan upah minimum pada pekerjanya. Upah Minimum
tersebut tergolong dalam Upah Minimum Kabupaten (UMK) yang telah
ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar dimana penentuan jumlah
upah disesuaikan dengan standar kelayakan hidup daerah regional.*®® Pada
dasarnya, Undang-undang Cipta Kerja tidak menetapkan besaran upah yang
mutlak dapat dipakai setiap daerah, sehingga diberlakukannya Upah
Minimum Kabupaten (UMK) yang berlaku dalam satu wilayah. Besaran
upah ditetapkan berdasarkan tingkat kemampuan, sifat, dan jenis masing-
masing perusahaan pada daerah yang kondisinya berbeda pula. Apabila
UMK Blitar ditetapkan dengan besaran Rp 2.015.071,18, sesungguhnya
telah melewati berbagai pertimbangan dan latar belakang potensi daerah
seharusnya dapat dipatuhi oleh seluruh pengusaha. Demikian berbeda
dengan realitasnya bahwa penetapan upah didasarkan pada keinginan
pemilik Wisata Kampung Coklat semata dengan mengabaikan pemenuhan

hak pekerja untuk hidup secara layak.

Pada kenyatannnya, larangan pemberian upah lebih rendah dari

Upah Minimum dalam Pasal 90 Undang-undang Ketenagakerjaan telah

9 Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/803/Kpts/013/2021 Tentang Upah Minimum
Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Tahun 2022

100 Septi Wulan Sari, “Pemberian Upah Pekerja Ditinjau dari Upah Minimum Kabupaten dan Hukum
Ekonomi  Islam”,  Jurnal Ahkam, Vol. 4, No. 1, (2016), 123-141.
https://doi.org/10.21274/ahkam.2016.4.1.123-140
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dihapus yang kemudian diubah dengan ketentua tambahan Pasal 90 A dan
B Undang-undang Cipta Kerja. Perubahan tersebut mengatur kesepakatan
upah diantara pekerja dengan perusahaan pun dilarang ditetapkan lebih
rendah daripada Upah Minimum wilayah daerah. Meskipun pekerja telah
menyepakati besaran upah yang telah diperjanjikan dengan pengusaha, hal
ini sama sekali tidak menunjukkan bentuk pencapaian kebutuhan hidup
layak maupun pelaksanaan peninjauan upah sebagaimana diamanatkan
dalam Pasal 90A dan 90B. Pemberian upah standar, bahkan di bawah Upah
Minimum oleh pengusaha dinilai tidak mengapresiasi bentuk kehidupan
pekerja yang layak serta dapat memicu adanya kepentingan yang
berseberangan.’®® Selain itu, pengusaha cenderung menyesuaikan upah
dengan pendidikan dan kompetensinya sehingga berpengaruh dengan upah
rendah jika pekerja memiliki potensi yang rendah. Artinya, hanya pekerja
yang memiliki upah di atas minimum apabila pekerja memberikan
kontribusi lebih banyak terhadap usaha yang dijalankan. Di sisi lain, bagi
pihak pengusaha Wisata Kampung Coklat pun ditekan dengan biaya
produksi yang tidak sebanding dengan hasil laba yang kemudian wajib
dialokasikan sebagai upah kepada pekerja. Kondisi ini masih terus menjadi
persoalan saling bersinggungan atas indikasi eksploitasi pekerja dengan
kepentingan pengusaha. Hal ini disebabkan mempertimbangkan pula

keuntungan yang diperoleh pengusaha tidak jarang mengalami

101 Nizar Sukma Purnama, Gunawan, Fahmi Ali Ramdhani, “Efektivitas Pengaturan Upah Tenaga

Kerja Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja”, Jurnal Pemuliaan
Hukum, Vol. 4, No. 1, (2021), 63-82. DOI: 10.30999/jph.v4il.1449
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ketidaksebandingan dengan kewajibannya memberikan upah yang wajar
bagi pekerja. Namun sudah seyogyanya pengusaha dapat mentaati
kebijakan penetapan upah yang layak sebagaimana dijamin oleh Undang-
undang Cipta Kerja maupun Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021

tentang Pengupahan.

Upaya menaikkan upah minimum bagi pekerja tentunya dapat
memperbaiki daya beli mereka sehingga dapat terdorong memiliki
kegairahan konsumtif dan meningkatkan produktifitas bekerja. Namun,
bagi pengusaha sendiri menganggap adanya upah termasuk sebagai biaya,
dimana apabila upah naik maka pengusaha pun harus menyusaikan kembali
dengan upah yang ditetapkan melalui UMK Blitar. Jika distribusi upah terus
berada di bawah ketetapan minimum, maka pada akhirnya akan terdampak

pada harga, iklim usaha, dan penyerapan tenaga kerja.

2. Pengupahan Upah Lembur

Upah kerja lembur diartikan sebagai pemberian upah diluar upah
pokok akibat pelaksanaan pekerjaan yang diluar batas waktu kerja
ditentukan. Batas waktu lembur pun diatur dalam peraturan turunan
Undang-undang Cipta Kerja yaitu Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 35
Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu
Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja yang

menyatakan bahwa:
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“Waktu Kerja Lembur hanya dapat dilakukan paling lama 4 (empat)
jam dalam 1 (satu) hari dan 18 (delapan belas) jam dalam 1 (satu)
mingguaaloz

Selanjutnya, upah lembur diatur dalam Pasal 31 Peraturan

Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 menyatakan bahwa

“(1) untuk jam kerja lembur pertama harus dibayar upah sebesar 1,5
(satu setengah) kali upah sejam; (2) untuk setiap jam kerja lembur
berikutnya, harus dibayar upah sebesar 2 (dua) kali upah sejam.%*”

Dalam Wawancara mengenai upah lembur dikatakan oleh bapak Syerif
“Lemburnya satu jam Rp.8000,- %4
Hal yang sama dikatakan oleh bapak Irfan

“Kalau lemburnya kami disini dibayarnya perjam, perjamnya

Rp.8000, - 1%

Menurut Peraturan di atas maka semestinya besaran upah lembur

didapat dengan kalkulasi sebagai berikut :

e Untuk jam pertama lembur, upah 1 jam x 1,5 upah perjam
e Untuk jam berikutnya, upah 1 Jam x 2 upah perjam
e Upah perharinya pada Wisata Kampung Coklat adalah

Rp.70.000,-

102 pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu,
Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusa Hubungan Kerja
108 pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu,
Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusa Hubungan Kerja
104 Wawancara dengan Bapak Syerif selaku Manajer Sumber Daya Manusia Pada tanggal 9 Maret

105 Wawancara dengan Bapak Irfan selaku Pekerja pada Wisata Kampung Coklat Pada tanggal 9
Maret 2022
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Jam kerja pada Wisata Kampung Coklat adalah 07.00 WIB
sampai 16.00 WIB, dikurangi Waktu Istirahat selama 2 jam
maka jam kerja adalah 7 jam

Sehingga dapat diketahui upah perjam pada Wisata Kampung
Coklat Rp.70.000 dibagi 7 jam kerja adalah Rp.10.000,-
perjam

Maka upah Jam pertama lembur adalah Rp.10.000 x 1,5 =
Rp.15.000,-

Upah Jam lembur berikutnya Rp.10.000,- x 2 = Rp.20.000,-

Sedangkan jika dihitung berdasarkan UMR Kabupaten Blitar maka

UMR Kabupaten Blitar Rp.2.015.071,18,-

Upah perjam = Rp.2.015.071,18 dibagi 140 jam kerja =
Rp.14.393.36,-

Maka upah lembur pada jam pertama Rp.14.393.36 x 1,5 =
Rp.21.590,-

Upah lembur pada jam berikutnya Rp. 14.393.36 x 2 =

Rp.28.786,73,-

Jadi, jika upah lembur adalah Rp. 8.000,- per jam maka perolehan

upah lembur dari Wisata Kampung Coklat belum sesuai dengan ketentuan

yang berlaku. Hal ini meninjau kembali dari upah pokok yang diperoleh

pekerja pun sudah tidak sesuai, ditambah pula dengan upah lembur yang

dibawah ketentuan berlaku menyebabkan kelalaian dalam memenuhi hak
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pekerja. Meskipun telah menjalankan kewajibannya dalam memberikan
upah lembur kepada pekerja, namun seyogyanya pengusaha Wisata
Kampung Coklat menyesuaikan dengan keberlakuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku agar dapat menjadi jaminan bagi pekerja. Maka dari
itu, dalam kerangka pemberian perlindungan secara ekonomis wajib

diupayakan menjadi mutlak adanya.%®
3. Waktu kerja

Waktu kerja adalah ketentuan durasi melaksanakan pekerjaan oleh
pekerja atau buruh untuk tetap mengoptimalkan produktivitas kerja dan
efisiensi hasil. Waktu kerja ditetapkan pada jangka waktu antara saat
pekerja harus memulai pekerjaan dan sampai ia menyelesaikan atau
meninggalkan pekerjaan. Waktu kerja juga berperan sebagai wujud asas
dasar kesehatan kerja sebagaimana kapasitas manusia memiliki batas
kemampuannya.'®” Waktu kerja dijelaskan dalam Pasal 77 Undang-undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan

berbunyi sebagai berikut :

“(1) Setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja;
(2) Waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a) 7
(tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu
untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau b) 8 (delapan)
jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5
(lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; (3) Ketentuan waktu kerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi sektor usaha
atau pekerjaan tertentu; (4) Pelaksanaan jam kerja bagi

106 Ashabul Kahfi, “Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja”, Jurisprudentie, Vol. 3, No. 2, (2016),
59-73. DOI: https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v3i2.2665

107 sendjun Manulang, Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, (Jakarta: Rineka Cipta,
1990), 20.
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pekerja/buruh di perusahaan diatur dalam perjanjian Kkerja,
peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama; serta (5)
Ketentuan lebih lanjut mengenai waktu kerja pada sektor usaha atau
pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur
dalam Peraturan Pemerintah.”1%

Dalam Wawacara Bapak Syerif mengungkapkan :

“ Pekerja disini mulai kerja dari jam 07.00 WIB sampai jam 16.00
WIB, untuk hari kerjanya adalah senin sampai minggu, untuk
liburnya bergantian dipilih di antara hari senin sampai jumat "%

Keterangan Bapak Syerif diperkuat dengan pernyataan Bapak Irfan
“Absen masuk jam 07.00 WIB nanti absen keluar jam 16.00 WIB 10

Jika dikalkulasikan waktu kerja pada Wisata Kampung Coklat yakni 07.00
WIB — 16.00 WIB maka waktu pekerja berada pada Wisata Kampung
Coklat yaitu 9 jam sehari, dikarenakan pada Undang-undang Cipta Kerja
dinyatakan “waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja” maka waktu
ini dikurangi waktu istirahat pada Wisata Kampung Coklat yang mana
waktu istirahat adalah 2 jam, jadi total waktu kerja pekerja adalah 7 jam
dalam sehari dan 42 jam dalam seminggu dengan 6 hari kerja. Hal ini
tentunya tidak sesuai dengan Pasal 77 ayat (2) huruf b Undang-undang
Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan yang

menentukan bahwa;

108 pasal 77 Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan
109 Wawancara dengan Bapak Syerif selaku Manajer Sumber Daya Manusia Pada tanggal 9 Maret

110 Wawancara dengan Bapak Irfan selaku Pekerja pada Wisata Kampung Coklat Pada tanggal 9
Maret 2022
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“7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu
untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu”*!t,

Akumulasi dalam seminggu waktu kerja melebihi 40 jam dalam
seminggu yaitu 42 jam dalam seminggu. Penetapan waktu kerja tersebut
diperuntukkan agar para pekerja dapat kembali ke tempat bekerja secara
produktif kembali setiap hari. Durasi waktu kerja telah ditetapkan melalui
pertimbangan kemampuan manusia dalam melaksanakan pekerjaannya
secara optimal. Sebab keberlangsungan usaha sangat bergantung dengan
tingkat produktivitas pekerja dalam memenuhi kebutuhan konsumen atau
pengunjung di Wisata Kampung Coklat. Produktivitas pekerja juga
berpengaruh terhadap reputasi tempat wisata sehingga akan memberikan
kesan yang baik bagi masyarakat dan tentunya pekerja memperoleh timbal
balik. Pekerja Wisata Kampung Coklat tidak bergantung pada target harian
yang wajib dicapai sehingga durasi atau waktu kerja tidak memiliki

persoalan yang dapat mengakibatkan terhalangnya pekerjaan.
4. Waktu Istirahat

Waktu istirahat memiliki relevansi dengan waktu kerja yaitu setelah
pekerja melaksanakan tugasnya selama empat jam terus menerus, maka ia
berhak memperoleh waktu setidaknya setengah jam atau 30 menit untuk
istirahat di luar pekerjaannya. Waktu istirahat tersebut tidak termasuk dalam

jam Kkerja yaitu istirahat yang sebatas pada waktu untuk makan dan jeda

111 pasal 77 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Klaster
Ketenagakerjaan
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istirahat (meal and rest breaks). Tujuan adanya waktu istirahat diantaranya

berdasarkan alasan sebagai berikut.

1. Untuk mencegah terjadinya penurunan fisik.

2. Untuk mencegah terjadinya kemunduran rohani dan kesusilaan.
3. Untuk kemajuan kehidupan keluarga.

4. Agar pekerja memperoleh kesempatan menjadi manusia

selayaknya.!?

Waktu istirahat telah ditentukan dalam Pasal 79 ayat (1) Undang-
undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan

menyebutkan bahwa
“Pengusaha wajib memberi: a. waktu istirahat; dan b. Cuti”3,

Dalam Wawancara yang talah dilakukan bapak Syerif menyatakan

untuk waktu istirahat adalah sebagai berikut

““jam 07.00 WIB sampai jam 16.00 WIB waktu istirahatnya satu jam,
itupun kondisional. Ketika di pelayanan tidak mungkin kita tetapkan
misalnya jam 12.00 WIB sampai jam 13.00 WIB pengunjungnya mau
dikemanakan? Terus gantian kita istirahatnya lebih dari itu
sebenarnya. Jam 09.00 WIB pagi sampai jam 10.00 WIB kita berikan
jatah untuk makan pagi. Teknisnya itu bergantian tiap bagian mau
jam 09.00 WIB makan yang penting ketika ada pengunjung karyawan
ada untuk melayani. Jadi tidak serta-merta jam 09.00 WIB itu makan
semua, terus dibagian loket dikosongi, tidak seperti itu, Misalnya
diloket ada 2 orang, ya bergantian satu persatu. Sama jam 12.00 WIB
sampai jam 13.00 WIB siang kita kasih waktu untuk ishoma tapi tidak

112 Helena Purwanto, Hukum Perburuhan Bidang Kesehatan dan Keselamatan Kerja, (Jakarta:
FHUI, 2005), 56.
113 Ppasal 79 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Klaster
Ketenagakerjaan
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serta-merta jam 12.00 WIB tepat langsung ishoma bergantian. Bisa
jadi nanti ketika ramai sekali, dia sholatnya jam 13.00 WIB — 14.00
WIB ya dipersilahkan pokoknya jatah makan siang pasti ada 14

Sedangkan menurut Bapak Irfan

“Kalau istirahat ya tergantung banyaknya pengunjung, kalau lagi
ramai ya kami gantian melayani di jam istirahat saja”!*

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwasanya dari jam 7
hingga jam 4 sore jatah istirahat untuk pekerja adalah 1 jam, akan tetapi
pada pelaksanaanya waktu istirahat pada Wisata Kampung Coklat bersifat
kondisional, hal ini disebabkan pengunjung yang harus tetap dilayani pada
jam istirahat pekerja, pekerja bergantian melayani pada pukul 09.00 WIB
hingga pukul 10.00 WIB dan pada pukul 13.00 WIB hingga pukul 14.00
WIB. Artinya, pekerja masih dapat mengambil jam istirahat siang meskipun
tidak ditetapkan penentuan waktunya, namun yang terpenting adalah durasi
yang diberikan oleh pengusaha Wisata Kampug Coklat yaitu selama 2 jam.
Istirahat sendiri hanya sebagai wujud pergantian kegiatan satu ke kegiatan
lainnya untuk memberikan kesempatan tubuh manusia tidak dipaksa agar
terus bekerja. Sedangkan ketentuan waktu istirahat yang tertera pada Pasal
79 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta
Kerja Klaster Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa “istirahat antara jam

kerja, paling sedikit setengah jam setelah bekerja selama 4 (empat) jam

114 Wawancara dengan Bapak Syerif selaku Manajer Sumber Daya Manusia Pada tanggal 9 Maret

115 Wawancara dengan Bapak Irfan selaku Pekerja pada Wisata Kampung Coklat Pada tanggal 9
Maret 2022
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terus menerus, dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja”.'
Sehingga penetapan waktu istirahat Wisata Kampung Coklat telah sesuai
dan cukup memberikan optimalisasi tenaga bagi pekerja agar kembali
produktif saat melaksanakan pekerjaannya. Apabila waktu istirahat
melebihi ketentuan yang ditetapkan, maka diberikan sanksi dan dicatat
sebagai bahan evaluasi pekerja kedepannya untuk meninjau ketertiban

bekerja.
5. Waktu Cuti

Cuti secara umum ialah keadaan tidak masuk Kkerja yang
diperbolehkan atau diizinkan oleh majikan dalam jangka waktu tertentu
selama tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Waktu cuti yang dimaksud di sini adalah kesempatan libur atau
diperbolehkan tidak bekerja selama waktu tertentu yang diberikan kepada
pekerja selama periode satu tahun. Cuti termasuk hak pekerja yang wajib
diperoleh selama bekerja satu tahun untuk mengembalikan produktifitas dan
memberikan kenyamanan kepada pekerja.!!’ Ketentuan mengenai waktu
cuti terdapat pada Pasal 79 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 tahun 2020

tentang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan yang berbunyi bahwa:

“Cuti sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b yang wajib
diberikan kepada pekerja/buruh, yaitu cuti tahunan, paling sedikit 12

116 pasal 79 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Klaster
Ketenagakerjaan

117 Abdul Azis, Aan Handriani, Herlina Basri, “Perlindungan Hukum Hak Pekerja Pada Perjanjian
Kerja Waktu Tertentu dalam Ketenagakerjaan”, Jurnal Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan,
Vol. 10, No. 1, (2019), 59-74. DOI: http://dx.doi.org/10.32493/jdmhkdmhk.v10i1.3175
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(dua belas) hari kerja setelah pekerja/buruh yang bersangkutan
bekerja selama 12 (dua belas) bulan secara terus menerus”*8

Kemudian ketetapan Cuti bagi pekerja pada Wisata Kampung
Coklat sebagai mana dikatakan dalam wawancara Bapak Syerif

mengungkapkan

“Untuk cuti kami tidak saklek mengikuti peraturan pemerintah yang
menerapkan cuti tahunan 12 hari, bahkan jika dihitung jatah cuti
kita lebih dari peraturan pemerintah. Misalkan cuti hamil sesuai
keinginan ingin cuti kapan, lalu misalkan jatah cutinya habis lalu izin
ibunya sakit ya tetep kami izinkan. Untuk cuti itu tidak digaji karena

sistem no work no pay tadi, biasanya hanya kompensasi dan

santunan saja.”*°

Hal serupa diungkapkan Bapak Irfan

“Kalau misalkan cuti sakit atau melahirkan ya tinggal izin saja, tidak

ada batasan cuti ya kalau disini, yang saya rasakan. %

Mengacu pernyataan di atas maka sistem cuti di Wisata Kampung
Coklat adalah sesuai yang dibutuhkan pekerja yang mana sistem cutinya
tidak serta merta membatasi cuti, namun memberikan sesuai kebutuhan
pekerja untuk mengambil cuti. Fleksibelitas pemberian waktu cuti oleh
pengusaha Wisaata Kampung Coklat kepada para pekerjanya ditujukan
untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi mereka apabila kembali

bekerja di hari biasa. Faktor pemulihan energi yang dapat diproses selama

118 pasal 79 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Klaster
Ketenagakerjaan
119 Wwawancara dengan Bapak Syerif selaku Manajer Sumber Daya Manusia Pada tanggal 9 Maret

120 \Wawancara dengan Bapak Irfan selaku Pekerja pada Wisata Kampung Coklat Pada tanggal 9
Maret 2022
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waktu cuti sangat penting diperhatikan sebab selama waktu bekerja pun
tidak jarang mengalami gangguan seperti kelelahan fisiologis maupun
psikologis. Hal ini mempertimbangkan pula kemampuan pekerja yang
produktif sangat memengaruhi reputasi berjalannya usaha sehingga
diberlakukan hak yang sesuai sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan. Selain itu, cuti perempuan hamil juga diberikan oleh
pihak Wisata Kampung Coklat sebab kondisi tersebut merupakan hak
reproduksi yang memiliki hak khusus berkaitan dengan fungsi reproduksi.
Pekerja perempuan pun sama sekali tidak mengalami diskriminasi atas
pengajuan cuti hamil sehingga haknya dapat terpenuhi oleh pihak
pengusaha Wisata Kampung Coklat. Cuti lainnya seperti cuti sakit pun tetap
diberikan kepada pekerjanya dengan melampirkan izin yang jelas dan pihak
Wisata Kampung Coklat memperkenankan pekerja agar tidak masuk kerja
terlebih dahulu demi pemulihan kesehatanya. Maka dari itu ketentuan cuti
bagi pekerja pada Wisata Kampung Coklat telah sesuai dengan tujuan

ketenagakerjaan dalam Undang-undang Cipta Kerja.
6. Waktu Lembur.

Waktu lembur biasanya digunakan oleh pekerja dengan pengusaha
untuk memenuhi target yang akan dicapai dalam meningkatkan
produktifitas usaha. Artinya, pekerja akan diminta melakukan pekerjaannya

di luar jam kerja normal yaitu lebih lama dari waktu kerja biasanya.'?*

121 Enrico Didie Krisnawan, “Perlindungan Hukum Terhadap Buruh/Pekerja Atas Kerja Lembur”,
(Undergraduate thesis, Universitas Airlangga, 2016). http://repository.unair.ac.id/11044/
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Waktu lembur dapat disebut sebagai jam kerja menyimpang karena tidak
sesuai dengan seharusnya. Maka dari itu, ketentuan waktu lembur pun diatur
untuk tetap mempertahankan hak pekerja. Waktu lembur diatur dalam Pasal
78 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
Klaster Ketenagakerjaan dimana dijelaskan bahwa pengusaha yang
mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 77 ayat (2) harus memenuhi syarat:

a. ada persetujuan pekerja/buruh yang bersangkutan; dan
b. kerja lembur hanya dapat dilakukan paling lama 4 (empat)
jam dalam 1 (satu) hari dan 18 (delapan belas) jam dalam 1

(satu) minggu.t?
Adapun alasan pengusaha mengadakan waktu lembur ialah sebagai berikut.

1. Dinamika perekonomian yang semakin maju dan pesat.

2. Mengejar target produksi yang sudah diproyeksikan oleh
perusahaan sebelumnya.

3. Memanfaatkan sebaik-baiknya Sumber Daya Manusia dari
buruh.

4. Ada kesempatan baik dalam pasar yang dapat dimanfaatkan
oleh perusahaan.

5. Sudah menjadi kebiasaan atau budaya internal perusahaan.

122 Ppasal 78 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Klaster
Ketenagakerjaan
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Di sisi lain, penerapan waktu lembur bagi pekerja memiliki

keuntungannya sendiri yaitu sebagai berikut.

1. Ada pendapatan lebih berupa upah lembur daripada upah
pokok; serta
2. Pekerja dapat memaksimalkan daya produktifitasnya dalam

mencari pendapatan tambahan.'?3

Sedangkan waktu lembur yang ada pada Wisata Kampung Coklat
berdasarkan wawancara yang telah dilakukan bapak Syerif menyebutkan

bahwa :

“lembur pekerja dimulai jam 4 keatas walaupun lebih satu menit

sudah dikatakan lembur, karena bisanya ada pengungjung yang baru

datang sehingga biasanya tutup sampai jam 5%

Sedangkan menurut bapak Irfan

“Ya habis jam 4 itu sudah masuk waktu lembur, kalau rame ya
sampai jam 6 baru pulang, karena kan beres-beres juga %

Mengacu pada wawancara waktu lembur dimulai pada pukul 16.00

WIB keatas dan diakhiri pada pukul 17.00 WIB dapat dikatakan jika rata-

rata per harinya pekerja hanya lembur sekitar satu jam saja. Kebijakan

123 Nurudin Yunus, “Perlindunga Hak Pekerja Atas Upah Lembur Kerja yang Layak”,
(Undergradate thesis, Universitas Islam Indonesia, 2017).
https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/27635/

124 Wawancara dengan Bapak Syerif selaku Manajer Sumber Daya Manusia Pada tanggal 9 Maret
2022

125 \Wawancara dengan Bapak Irfan selaku Pekerja pada Wisata Kampung Coklat Pada tanggal 9
Maret 2022
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permintaan kerja lembur kepada pekerja merupakan opsi yang dilakukan
pengusaha atas alasan tertentu agar kegiatan usahanya dapat mencapai
target sasaran. Adapun mekanisme permintaan waktu lembur tersebut tidak
pernah ditolak oleh pekerja. Artinya, para pekerja telah menyetujui waktu
lembur sebab durasi yang diminta tidak cukup lama dan tetap dapat pulang
ke kediaman tanpa larut malam. Seperti yang diketahui bahwa maksimal
waku lembur adalah selama 4 jam dalam sehari dengan akumulasi 1 minggu
sejumlah 18 jam, sedangkan waktu lembur yang biasanya dilakukan oleh
pengusaha Wisata Kampung Coklat hanya 1 jam. Hal ini tentu tidak
melalaikan hak pekerja karena durasi waktu kerja lembur tidak menggangu
produktifitas bekerja dan telah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

7. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

BPJS Ketenagakerjaan sebagai penyelenggara jaminan sosial bagi
pekerja tidak lain ialah memberikan perlindungan dasar pekerja yang

meliputi sebagai berikut.

1. Bagi tenaga kerja, diberikan perlindungan layak serta
keluarga yang terlibat.

2. Bagi pengusaha, dapat mengalokasikannya kepada setiap
pekerja yang telah memberikan kontribusinya agar hak

pekerja tetap terjaga.
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3. Bagi negara sendiri  diperuntukkan untuk terus
emngoptimalisasi pembangunan bangsa melalui tingkat
efektivitas para pekerja yang telah diberikan jaminan

perlindungan sosial.*?®

Adapun Pasal 9 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang

Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan sebagai berikut :

“a) BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (21
huruf a berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
b) BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (2) huruf b berfungsi menyelenggarakan program jaminan
kecelakaan kerja, program jaminan kematian, program jaminan
pensiun, program jaminan hari tua, dan program jaminan
kehilangan pekerjaan %',

Dalam hal ini Bapak Syerif menjelaskan dalam wawancaranya:

“Dalam hal BPJS Ketenagakerjaan semua perkerja disini telah
didaftarkan semua, karena hal ini merupakan hak mereka, untuk
lurannya dibayarkan semuanya oleh perusahaan tidak dipotong
gaji pekerja 128

Salah satu perlindungan terhadap kesehatan pekerja ialah melalui
jaminan pemberian Jaminan Sosial ketenagakerjaan. Pihak pengusaha
Wisata Kampung Coklat telah menyediakan segenap jaminan kesehatan

bagi para pekerjanya diperuntukkan agar menjaga kondisi mereka tetap

126 Sinta Lia Latifah, “Perlindungan Hukum Hak Pekerja Atas BPJS Ketenagakerjaan di Pekanbaru”,
(Undergarduate thesis, Universitas Islam Riau, 2021). https://repository.uir.ac.id/8418/

127 pasal 9 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan
128 Wawancara dengan Bapak Syerif selaku Manajer Sumber Daya Manusia Pada tanggal 9 Maret
2022
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optimal dan tidak mengganggu pekerjaannya. Fasilitas Jaminan Sosial
ketenagakerjaan kepada pekerja yang diperoleh bersifat pelayanan
kesehatan secara perorangan, layanan promotif, preventif, kuratif, dan
rehabilitatif, termasuk pula berkaitan dengan obat-obatan yang dibutuhkan
untuk mempercepat pemulihan pekerja apabila mengalami gangguan
kesehatan. Sebagaimana diuraikan pula dalam Peraturan Ketenagakerjaan,
jaminan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan dapat berperan dalam
menghadapi ketidakpastian yang bersifat spekulasi atau ketidakpastian
murni yaitu berupa risiko. Risiko yang terdapat dalam pekerjaan di Wisata
Kampung Coklat dapat berupa risiko khusus maupun risiko fundamental.
Meskipun risiko tetap menjadi kondisi yang tidak dapat dipisahkan, pihak
pengusaha Wisata Kampung Coklat telah memberikan jaminan sosial dari
BPJS Ketenagakerjaan untuk menghindari peristiwa yang mengakibatkan
kehilangan pekerjaan dan penghasilan, selain seputar jaminan kesehatan
sebagai salah satu bentuk fasiltasnya. Tunjangan bagi keluarga juga
dipertimbangkan oleh pengusaha Wisata Kampung Coklat apabila risiko

mengenai konsekuensi ekonomi ini dihadapi oleh para pekerja.

8. Keselamatan Kerja

Upaya dalam menoptimalisasi pembangunan nasional salah satunya
melalui peran dan kedudukan pekerja yang berkomitmen memberikan
kontribusi penuh atas tujuan bangsa. Pekerja merupakan aset utama
pengusaha sehingga penting untuk diberikan bekal kompetensi dan terutama

perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Hal ini untuk
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menghindari tingginya ancaman yang berisiko terhadap pekerjaan sehingga
menimbulkan gangguang hubungan kerja antara pekerja dengan
pengusaha.l?® Salah satu program K3 dalam ketenagakerjaan ialah
Keselamatan Kerja atau occupational safety yang merupakan jaminan
dalam hal keutuhan dan kesempurnaan dari aspek jasmani maupun rohani
pekerja pada khususnya, dan manusia pada umumnya. Peraturan mengenai
keselamatan kerja terdapat pada Pasal 48 huruf a Undang-undang No 11
Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Klaster Peningkatan Ekosistem Investasi

dan Kegiatan Berusaha yang berbunyi:

“Pelaku usaha Pemanfaatan Langsung wajib: a. memahami dan
menaati peraturan perundangundangan di bidang keselamatan dan
kesehatan kerja serta pelindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup dan memenuhi standar yang berlaku; 1%

Upaya keselamatan dan kesehatan kerja bertujuan untuk melindungi
keselamatan pekerja atau buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang
optimal dengan cara pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja
pengendalian bahaya ditempat kerja promosi kesehatan pengobatan dan

rehabilitasi dengan demikian tujuan peraturan keselamatan dan kesehatan

kerja adalah :

a. Melindungi pekerja dari resiko kecelakaan kerja;

125 Erni Darmayanti, “Perlindungan Hukum Terhadap Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan
Kerja (K3) pada Perusahaan”, Jurnal Cendekia Hukum, Vol. 3, No. 2, (2018), 283-297. DOI:
http://doi.org/10.33760/jch.v3i2.21

130 pasal 48 Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Klaster Peningkatan
Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha.
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b. Meningkatkan derajat kesehatan para pekerja atau buruh;

c. Agar pekerja atau buruh dan orang-orang di sekitarnya
terjamin keselamatannya;

d. Menjaga agar sumber produksi dipelihara dan dipergunakan

secara aman dan berdayaguna.'3!

Sistem keleselamatan kerja pada Wisata Kampung Coklat yang

diketahui melalui wawancara Bapak Syerif mengatakan :

“Keselamatan kerja disini macam-macam tergantung dari
kondisinya misalnya perangkat disediakan oleh perusahaan dilihat
dulu posisinya dimana teknisi jenset akan mendapatkan perangkat
yang berbeda dengan karyawan lain. Untuk bagian bagian yang
dibidang makanan juga misalkan kita menyediakan blender yang
sudah aman, jadi pengamannya hanya sarung tangan plastik tidak
perlu pakai topi dan sebagainya. Kalau teknisi jenset itu ada baju
sendiri ada kacamata ada helm keamanan. Terus kalau menghadapi
pandemi ini kita juga mengadakan faceshield untuk karyawan, kita
juga mengadakan masker untuk karyawan, ada vitamin juga untuk
menunjang kesehatan juga ada. Kalau disektor pariwisata itu saya
rasa untuk sektor keamanan keselamatan kerja itu tidak perlu banyak
untuk diperhatikan karena rata-rata pekerjanya tidak menimbulkan

resiko yang banyak. "3

Sedangkan menurut bapak Irfan dinyatakan sebagai berikut.

"Ya, kami pas pandemi covid gini wajib pakai masker, sering cuci
tangan atau pakai hand sanitizer yang disediakan Wisata Kampung
Coklat, cek suhu juga, ya buat saling menjagalah antara pekerja dan
pengunjung 3

131 Eko Wahyudi, Hukum Ketenagakerjaan (Jakarta :Sinar Grafika 2016), 36.

132 Wawancara dengan Bapak Syerif selaku Manajer Sumber Daya Manusia Pada tanggal 9 Maret
2022

133 Wawancara dengan Bapak Irfan selaku Pekerja pada Wisata Kampung Coklat Pada tanggal 9
Maret 2022
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Dari penjelasan di atas maka pelaksanaan keselamatan kerja pada
Wisata Kampung Coklat yang mayoritas adalah karyawan yang bekerja
untuk melayani pengunjung adalah dengan menyediakan faceshield dan
masker guna menghadapi pandemi yang hingga saat ini masih ada yaitu
pandemi covid 19, sedangkan sebagian pekerja yang memiiki kebutuhan
khusus terhadap alat kerjanya diberi tambahan pengamanan kerja seperti
baju khusus, helm pengaman dan juga kacamata pengaman. Upaya tersebut
termasuk dalam bentuk perlindungan pencegahan dengan cara melakukan
pengawasan sebelum terjadinya beberapa hal penyelewengan kesalahan.
Pihak pengusaha Wisata Kampung Coklat juga memberikan pedoman
pelaksanaan yang wajib diterapkan untuk mencegah timbulnya kecelakaan
dan penyakit akibat kerja.'** Segala bentuk ancaman yang mungkin dapat
dialami oleh para pekerja telah diupayakan proses preventif melalui alat-
alat pendukung sebagai penyediaan aksesibilitas keamanan Kkerja.
Keamanan kerja yang ketat dan tertib direalisasikan penuh sebagai aturan
mengikat dari pengusaha Wisata Kampung Coklat sehingga dapat
memberikan jaminan keselamatan dan kesehatan kerja, moral, kesusilaan,
dan pelaksanaan kerja sesuai dengan pertahanan harkat serta martabat

manusia.

13 Sendjun H. Manulang, Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, (Jakarta: Asdi
Mahasatya, 2001), 83.
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C. Analisa Hukum Islam

Aspek melindungi kemaslahatan umat manusia dalam Hukum Islam
diupayakan dalam bentuk magashid syariah untuk memenuhi kebutuhan
dharuriyat agar tetap menjalankan tugasnya sebagai hamba Allah Swt..
Urgensi kebutuhan dharuriyat ini sangat berperan penting sehingga apabila
ia dilalaikan dapat menyebabkan kerusakan dan mengancam segala bentuk
kehidupan umat manusia di kemudian hari seperti ibadah, makan, minum,
sholat, dan lain-lain. Kebutuhan dharuriyat atau kebutuhan primer yang
dijelaskan dalam maqashid syariah diwujudkan berupa al-kulliyat al-khams
atau adh-dharurat al-khams vyaitu lima kebutuhan sebagai indikator
perlindungan hidup manusia berdasarkan hukum Islam. Hal ini diperkuat
dengan pernyataan Imam Al-Ghazali (w.505 H) dalam bukunya Al

Mustashfa Min limi al-Ushul
opws@@gu}@mgsjiwwdpng@ug@swm
&8 ON patolis Jead (3 G #Oloy Gl dolie el sy dasll
ke Ladg OF gag s Gl e g2l spaieg g0 sgaie o alble) 2l
568 R Joo¥ ada bais ednle SO oAby aghusy aelisy agendly agd
35t o Lgabsy 5enin 5 Jso V) odin ogiy Lo JSs imlas

“Adapun maslahat pada dasarnya adalah ungkapan dari menarik manfaat
dan menolak muhdarat, tetapi bukan itu yang kami maksud; sebab menarik
manfaat dan menolak mudharat adalah tujuan makhluk (manusia), dan
kebaikan makhluk itu akan terwujud dengan meraih tujuan-tujuan mereka.
Yang kami maksud dengan maslahat ialah memelihara tujuan syara’ atau

135 Al Ghazali, Al Mustashfa Min IImi al-Ushul (Kairo : Al-Amiriyah 1412) 280.
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hukum islam, dan tujuan syara’ dari makhluk itu ada lima, yaitu
memelihara agama, jiwa, akal, keturunan (ada yang menyatakan keturunan
dan kehormatan), dan harta mereka. Setiap yang mengandung upaya
memelihara kelima hal prinsip ini disebut maslahat dan setiap yang
menghilangkan kelima prinsip ini disebut mafsadat dan menolaknya disebut
maslahat”

Menurut Imam Al-Ghazali maslahat merupakan mencari manfaat dan
menghindari sesuatu yang buruk, sehingga mencari manfaat dan
menghindari yang buruk itu merupakan tujuan setiap mahluk, dan tujuan
mahluk itulah menjaga tujuan syariat atau hukum Islam yang tercermin dari
lima pokok yaitu menjaga jiwa, akal, agama, harta dan keturunan. Kebaikan
dalam perlindungan kebutuhan dharuriyat dapat dicapai dengan dua cara
yaitu sebagai berikut.

1. Mewujudkan manfaat, kemaslahatan, kebaikan, dan kesenangan
bagi manusia yang disebut sebagai jalb al-manafi’. Manfaat yang
diperoleh dapat dirasakan langsung atau tidak langsung di kemudian
hari.

2. Menghindari dan mencegah segala bentuk tindakan yang dapat
menimbulkan kerusakan maupun keburukan yang disebut sebagai
dar 'ul mafasid. **

Adapun peneliti menggunakan ke-5 kebutuhan dharuriyat tersebut
sesuai dengan implementasi pekerja Wisata Kampung Coklat yaitu

diuraikan sebagai berikut.

1. Perlindungan Harta atau Hifdzu Mal

136 Ghofar Shidiq, “Teori Maqashid Al-Syariah dalam Hukum Islam”, Jurnal Majalah Ilmiah Sultan
Agung, Vol. 44, No. 118, (2009), 117-130. https://media.neliti.com/media/publications/220106-

none.pdf
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Hifdzu mal artinya ialah upaya dalam rangka menjaga dan
memelihara harta benda. Harta benda yang dimaksud dalam hal ini
berupa persoalan pemberian upah kepada pekerja Wisata Kampung
Coklat. Pada kenyataannya, upah yang diperoleh pekerja tidak sesuai
dengan Upah Minimum Kabupaten seharusnya diberikan sebesar
Rp.2.015.024,44 menjadi hanya Rp. 1.680.000,- per bulan. Padahal,
hak upah dapat dimanfaatkan kembali oleh pekerja dalam menjaga
hartanya yaitu dengan mengalokasikannya kepada kepentingan
bermanfaat lainnya, terutama sebagai sumber penghasilan. Seperti
yang diketahui bahwa dalam konsep menjaga harta ialah mulai dari
proses memperoleh harta, penyaluran dan pengelolaan harta, serta
berperan dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia.'3’ Pengelolaan
dan perolehan harta yang baik memiliki konsekuensinya masing-
masing. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Maidah ayat 38

sebagai berikut.
| &, Z . o~ - I VA A
Pgs m iy S 3 V&0 Gad & 5Ts gl 1pk3t 1805 G)1eds

“adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri,
potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang
mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah
Mahaperkasa, Mahabijaksana”

Dari ayat tersebut menunjukkan bahwa harta yang diperoleh dengan

cara merugikan orang lain, terdapat konsekuensi yang wajib

187 Muhammad Syukri Albani Nasution, Rahmat Hidayat Nasution, Filsafat Hukum Islam &
Magashid Syariah, (Jakarta: Kencana, 2020), 59.
1% Q.S Al-Maidah ayat 38
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dibebankan kepadanya. Dalam hal ini, jika harta tersebut tidak
mampu mencukupi keperluan pekerja, maka kebutuhan lainnya akan
terancam. Sebaliknya, bagi pengusaha Wisata Kampung Coklat yang
tidak mengelola harta sehingga menyebabkan upah rendah bagi
pekerjanya, maka alih-alih dapat menimbulkan kerusakan bagi
kebaikannya sendiri karena telah lalai dengan kewajibannya untuk
memenuhi hak pekerja. Hal ini menimbang baik dari upah minimum
maupun upah lembur yang telah melebihi jangka waktu kerja
seharusnya diperoleh pihak pekerja. Sebagaimana sabda Rasulullah

SAW. dalam hadisnya sebagai berikut.

531 s sl ey ale 1 o 1 gy JB 10 Lagis &1 o) o ol
(rle ool olyy) 52 ad 31 45

Dari Ibnu Umar r.a berkata, “Rasulullah Saw. bersabda “Berilah
upah orang yang bekerja sebelum kering peluhnya”” (HR. Ibnu
Majah)**

Kelalaian disengaja oleh pengusaha ini dapat mengancam
keberlangsungan hidup banyak pekerja atau khalayak umum
sehingga dapat terjerumus pada tindakan penipuan yang sangat
diharamkan dalam ajaran hukum Islam. Terlebih peran harta yang
dimiliki  manusia di dunia akan dipertanggungjawabkan

penggunaannya di akhirat sehingga harus sesuai dengan keperluan

maupun pengelolaan yang disahkan dalam hukum Islam.

139 Maman Abdul Djaliel, Madzhab Syafi’l, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 142.
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2. Perlindungan Jiwa atau Hifdzu Nafs

Hifdzu nafs adalah kewajiban menjaga diri sendiri dalam arti luas,
seperti menjaga diri dari bahaya yang dapat mencelakakan. Upaya
menjaga jiwa berkaitan langsung dengan hak hidup manusia secara
universal yang wajib diikhtiarkan dengan menghindari kerusakan
sehingga tetap dapat melanjutkan keberlangsungan umat Islam.4°
Sebab hak hidup adalah hak paling mulia sebagaimana yang terdapat

dalam Firman Allah SWT Q.S Al-Furgan ayat 68 sebagai berikut.
s O0g s iy N e o 0 Ol s e s 0 Y iy
VA6 gl aub ol

“Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan
sembahan lain dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah
kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina; dan
barangsiapa melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat hukuman
yang berat,”

Bentuk pemenuhan kebutuhan hifdzu nafs dalam hal ini ialah
menjaga kesehatan para pekerja Wisata Kampung Coklat di tengah
pandemi Covid-19 melalui protokol kesehatan yang ketat dengan
memakai masker dan menjaga kebersihan. Upaya tersebut dapat
direalisasikan oleh seluruh pemangku kepentingan dari pengusaha
dan pekerja mampu memberikan upaya penjagaan jiwa agar tetap

dapat melangsungkan kewajiban mereka dengan kondisi yang tidak

140 Sytisna, dkk, Panorama Magashid Syariah, (Bandung: Penerbit Media Sains Indonesia, 2021),

88.

141 Q.S Al-Furgan ayat 68
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membahayakan kesehatan. Hal ini selaras pula dengan penegakan
Kewajiban pengelola usaha terhadap keselamatan Kkerja sesuai
dengan pasal 48 Undang-undang Clpta Kerja. Di sisi lain, upaya
pemberian BPJS bagi pekerja telah direalisasikan secara merata
apabila di suatu kesempatan terjadi hal yang tidak diinginkan dapat
dipergunakan seyogyanya agar kesehatan pekerja dapat terjaga
dengan baik dan dapat kembali bekerja seperti sedia kala. Namun
Wisata Kampung Coklat masih belum maksimal dalam penerapan
perlindungan jiwa dengan adanya temuan bahwa waktu kerja pada
Wisata Kampung Coklat terkakumulasi 42 jam dalam seminggu yang
mana seharusnya 40 jam dalam seminggu, yang mana dalam hal ini
tentunya mengurangi waktu istirahat bagi pekerja. Maka dari itu,
pemenuhan terhadap jiwa telah menjadi hak penuh diperuntukkan
bagi pekerja agar tetap melangsungkan kehidupannya secara layak
tanpa gangguan kesehatan.

. Perlindungan Agama atau Hifdzu Diin

Hifzu diin adalah kewajiban menegakan agama Allah Swt. dengan
cara beribadah kepada-Nya. Artinya, segala bentuk tindakan manusia
secara khusus wajib melaksanakan ajaran Islam diantaranya akidah,
ibadah, dan ketetapan dari Allah Swt. melalui Al-Qur’an maupun
Hadis Rasulullah Saw. sebagai pedoman hidup. Untuk menegakkan
agama sebagai bentuk hifdzu diin, maka dalam perkara ini pekerja

diberikan waktu istirahat untuk melaksanakan kewajibannya
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beribadah sholat di tempat yang telah disediakan oleh pengusaha
Wisata Kampung Coklat. Hal ini selaras pula dengan hak pekerja
dalam melaksanakan ibadah dalam Pasal 80 Undang-undang Nomor
13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berbunyi sebagai berikut.

“Pengusaha wajib memberikan kesempatan secukupnya kepada
pekerja untuk melaksanakan ibadah yang diwajibkan agamanya”42

Sebab nilai-nilai hukum pokok dalam ajaran Islam melalui ibadah
sholat dapat memberikan keberkahan terhadap seluruh pekerjaan
yang dilaksanakan oleh pekerja dan dapat mensyariatkan iman umat
Islam.'*® Sebab apabila terpeliharanya agama di tengah kegiatan
manusia, maka ia akan terjaga akidah dan keimanannya, sebagaimana

Firman Allah Swt. dalam Q.S Asy-Syura ayat 13 sebagai berikut.

2. o )0 e /,go/ EN PR 'QQ z 0% Lo e oW s}/’,’;.
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“Diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan
kepadamu (Muhammad) dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada
Ibrahim, Musa dan Isa yaitu tegakkanlah agama (keimanan dan
ketakwaan) dan janganlah kamu berpecah belah di dalamnya.
Sangat berat bagi orang-orang musyrik (untuk mengikuti) agama
yang kamu serukan kepada mereka. Allah memilih orang yang Dia
kehendaki kepada agama tauhid dan memberi petunjuk kepada
(agama)-Nya bagi orang yang kembali (kepada-Nya).”

142 pasal 80 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

143 Novi Rizka Amalia, “Penerapan Konsep Maqashid Syariah Untuk Realisasi Identitas Politik
Indonesia”, Jurnal Da uliyah, Vol. 2., No. 1, (2017), 31-50. DOI:
http://dx.doi.org/10.21111/dauliyah.v2i1.806

144 Q.S Asy-Syura ayat 13
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4. Perlindungan Keturunan atau Hifdzu Nasl
Hifdzu nasl aialah menjaga generasi penerus bagi setiap orang yang
wajib dipertahankan, terutama bagi umat Islam agar terus
memberlangsungkan ajaran agama. Hifdzu nasl yang ditunjukkan
dalam persoalan ini ialah memberikan ruang bagi perempuan hamil
berupa cuti dengan waktu yang ditentukan. Hal ini
mempertimbangkan kesehatan ibu dan kandungan sampai pekerja
tersebut melahirkan. Selain itu, pengusaha Wisata Kampung Coklat
juga memberikan cuti bagi pekerja yang merawat keluarga sedang
sakit, artinya tidak ada anggota keluarga lain yang dapat
membantunya. Kondisi ini dapat meringankan beban pekerja karena
adanya kebutuhan mendesak yang wajib dipenuhi pekerja dalam hal
menjaga keturunan. Adapun bentuk perlindungan keturunan lainya
ialah akses cuti perempuan seperti cuti hamil, cuti melahirkan, dan
cuti haid. Cuti tersebut berkaitan dengan kemaslahatan kesehatan
organ reproduksi yang seyogyanya menjadi perhatian penuh sebagai
bentuk perlindungan keturunan. Bahkan keturunan merupakan
karunia dan nikmat paling besar yag diturunkan oleh Allah Swt.
sebagai hak paling utama yang wajib diterima dari seorang bayi agar

terhindar dari kehinaan dan ketelantaran.}*® Pihak pengusaha Wisata

145 M. Lutfi Khakim, “Menjaga Kehormatan Sebagai Perlindungan Nasab Perspektif Magashid
Syariah”, Jurnal Nizham, Vol. 8, No. 1, (2020), 32-42. DOl:
https://doi.org/10.32332/nizham.v8i01.2105
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Kampung Coklat pun sangat fleksibel dalam memberikan
keleluasaan cuti bagi perempuan.
5. Perlindungan Akal atau Hifdzu ‘Aql

Hifdzu ‘aql adalah menjaga akal dari hal-hal yang dapat memicu akal
untuk melakukakan hal-hal yang buruk. Akal sendiri merupakan
anggota tubuh paling penting bersifat rohaniah dalam menggerakkan
seluruh kegiatan manusia, membedakan baik dan buruk, merasakan
hal lain yang tidak sesuai dengan tubuh, serta digunakan untuk
mengetahui beberapa hal dianggap berguna bagi diri manusia.'*®
Pikiran yang jernih dan sehat dapat menstimulasi produktifitas
manusia dalam melaksanakan pekerjaannya. Upaya yang dapat
dilaksanakan ialah melarang pekerjanya untuk mengkonsumsi obat
obatan terlarang dan meminum minuman berakhohol yang tentunya
menyebabkan terkendalanya pekerjaan. Pengusaha Wisata Kampung
Coklat telah menyediakan waktu diberikan kepada pekerja untuk
menyempatkan istirahat dalam hal akal dan pikiran. Bagaimanapun,
akal yang sehat akan selalu cocok dengan syariat Allah Swt., dalam
permasalahan apapun. Akal yang sehat dapat berfungsi sempurna
dalam mengingat, menyimpulkan, meganalisis, dan menilai baik
buruknya keadaan sebagaimana yang dijelaskan Firman Allah Swt.

dalam Al-Qur’an Surat Al-Bagarah ayat 164 sebagai berikut.

146 Jamaludin ‘Atiyah, Nahwa Taf il Maqgashid Syariah, (Damaskus: Darul Fikr, 2003), 143.
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“Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam
dan siang, kapal yang berlayar di laut dengan (muatan) yang
bermanfaat bagi manusia, apa yang diturunkan Allah dari langit
berupa air, lalu dengan itu dihidupkan-Nya bumi setelah mati
(kering), dan Dia tebarkan di dalamnya bermacam-macam binatang,
dan perkisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan
bumi, (semua itu) sungguh, merupakan tanda-tanda (kebesaran
Allah) bagi orang-orang yang mengerti.”

Ayat tersebut mengungkap kata afala ta’qilun yang memiliki makna
“tidaklah kamu berfikir” sebagai bentuk istifham inkari atau
pernytaaan negatif ditujukan untuk memberikan dorongan dan
membangkitkan semangat bagi manusia yang berakal. Kata ta 'qilun
berarti “kamu mengerti atau memahaminya” berkaitan dengan ayat-
ayat yang Allah Swt. jelaskan serta harus dimengerti, baik ayat
tertulis maupun yang tidak tertulis tapi dapat dilihat.'4® Maka dari itu,
penjagaan akal tidak kalah pentingnya sebagai sumber utama untuk

merenungi aspek perlindungan magashid syariah lainnya agar saling

berjalan beriringan tanpa ada salah satu yang diabaikan.

Beberapa aspek pemenuhan kebutuhan primer atau dharuriyat dari

magashid syariah secara garis besar hampir terealisasikan seluruhnya.

147.Q.S Al-Bagarah ayat 164
148 yusuf al-Qardhawi, Al-Qur’an Berbicara Tentang Akal dan llmu Pengetahuan, (Jakarta: Gema
Insani Press, 1998), 23.
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Namun hanya pada aspek hifdzu maal atau penjagaan harta ini tidak
terpenuhi secara optimal sebab pertimbangan pendapatan usaha yang
diperoleh seolah-olah tidak mampu memberikan hak kesejahteraan pekerja
yang seharusnya memperoleh upah di atas Upah Minimum Kabupaten

(UMK) Blitar.
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BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan data yang telah didapat melalui wawancara dan analisa yang
telah dilakukan penulis maka kesimpulan yang dapat ditarik pada penelitian kali ini

dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

1. Menurut Undang-undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

1 | Sistem Pengupahan e Belum terlaksananya ketentuan Upah
Minimum Kabupaten Blitar.

e Sistem No Work No Pay yang
menyalahi Undang-undang No 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Yang
mana seharusnya terdapat alasan
tertentu sehingga pekerja tetap
mendapatkan upah waaupun ia tidak
bekerja.

e Upah Lembur yang tidak dibayar
dengan jumlah 1,5 kali upah sejam
untuk jam pertama dan 2 kali upah

sejam untuk 1 jam berikutnya.

2 | Waktu Kerja e Waktu Kerja menyalahi aturan Pasal
77 Undang-undang No 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja dikarenakan
akumulasi waktu kerja dalam
seminggu pada kampung coklat adalah
42 jam.

e Waktu Lembur telah sesuai dengan
Undang-undang No 11 Tahun 2020
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tentang Cipta Kerja, dibuktikan
dengan ketentuan pada Wisata
Kampung Coklat yang membatasi
waktu lembur pekerja.

Waktu Cuti pada Wisata Kampung
Coklat juga telah sesuai dengan
Undang-undang No 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja dengan
diberikannya kelonggaran bagi

pekerja untuk memperoleh waktu cuti.

Keselamatan Kerja

Telah Sesuai dengan Ketentuan
Undang-undang No 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja dengan adanya
penerapan protokol kesehatan dan

juga alat pelindung pekerja.

2. Menurut Hukum Islam.

Perlindungan Harta

Belum terlaksananya ketentuan Upah
Minimum Kabupaten Blitar.

Sistem No Work No Pay yang
menyalahi Undang-undang No 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Yang
mana seharusnya terdapat alasan
tertentu sehingga pekerja tetap
mendapatkan upah waaupun ia tidak
bekerja.

Upah Lembur yang tidak dibayar
dengan jumlah 1,5 kali upah sejam
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untuk jam pertama dan 2 kali upah
sejam untuk 1 jam berikutnya.

Unsur unsur diatas merupakan bukti
Wisata Kampung Coklat belum sesuai
dengan prinsip perlindungan harta

dalam Islam

Perlindungan Jiwa

Ketidaksesuaian waktu kerja pada
Wisata Kampung Coklat menyalahi
konsep perlindungan jiwa dengan
mengurangi jatah istirahat pekerjanya.
Pemberlakuan protokol kesehatan
disaat pandemi merupakan bukti
Wisata Kampung Coklat telah
melakukan upaya perlindungan jiwa
bagi pekerjanya

BPJS Ketenagakerjaan merupakan
bukti adanya perlindungan jiwa
Pemberian alat pelindung diri bagi
pekerja juga merupakan upaya

perlindungan jiwa

Perlindungan Agama

Dalam penerapan perlindungan agama
Wisata Kampung Coklat telah
memberikan waktu beribadah kepada

pegawainya

Perlindungan Keturunan

Adanya jatah cuti bagi wanita yang
hamil dan wanita pasca melahirkan
menunjukan adanya unsur
perlindungan keturunan pada Wisata

Kampung Coklat
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S | Perlindungan Akal e Adanya perarutruan pelarangan
konsumsi obat-obatan terlarang dan
minuman beralkohol merupakan

bentuk perlindungan akal.

B. Saran

Adapun saran dalam penitian kali ini peneliti memberikan beberapa saran :
Adapun saran dalam penelitian kali ini peneliti memberikan beberapa saran :

1. Agar Wisata Kampung Coklat lebih memenuhi ketentuan Undang-undang
No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta kerja dalam hal pengupahan sehingga
kesejahteraan pekerja pada Wisata Kampung Coklat dapat lebih baik juga
etos kerja pada Wisata Kampung Coklat lebih maksimal.

2. Berkenaan dengan penetapan upah lembur di Wisata Kampung Coklat
supaya memberikan upah lembur yang sesuai dengan ketentuan pengupahan
upah lembur, upah lembur juga merupakan bagian dari peningkatan
kesejahteraan pekerja, di samping itu dengan adanya upah lembur yang
sesuai dengan Undang-undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta kerja dapat

meningkatkan kualitas kinerja para pekerja.

3. Dalam hal keselamatan kerja Wisata Kampung Coklat agar selalu

mengembangkan tingkat keselamatan kerja kepada para pekerjanya selama
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bekerja sehingga lebih terhindar dari kecelakaan kerja yang dapat timbul

dari aktivitas kerja.
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